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ABSTRAK 

Nia Fitra Ramadhani. Analisis penerapan prinsip akuntabillitas dalam implementasi 

PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru 

(Dibimbing oleh Damirah). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, serta untuk menganalisis 

bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam implementasi PSAK No. 109. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan 

PSAK No. 109 dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS 

Kabupaten Barru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan PSAK No. 109 di 

BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Proses pencatatan dilakukan secara langsung pada saat penerimaan dana, dilengkapi 

dengan bukti pendukung, dan dicatat menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi 

Manajemen BAZNAS); (2) prinsip akuntabilitas diterapkan secara menyeluruh, 

mencakup aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta 

finansial; dan (3) PSAK 109 berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas 

lembaga, yang tercermin dari keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kebijakan, 

dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 

No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan komitmen terhadap 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Kebaruan dari penelitian 

ini terletak pada penggunaan teori akuntabilitas dan teori pemangku kepentingan 

(stakeholder theory) sebagai dasar analisis, berbeda dari penelitian sebelumnya yang 

lebih banyak menggunakan teori good corporate governance, stewardship, atau teori 

implementasi.  

 

Kata kunci: Akuntabilitas,PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Barru 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ya غ

 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dhad ḍ ض
de (dengan titik 

dibawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 
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 Za ẓ ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain ‗ koma terbalik ke atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

 Ha H Ha ىٗ

 Hamzah ̕ Apostrof ء

ٞ Ya Y Ya 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘). 

b. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhomma U U ا َ

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 
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gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ْْٟ  ىَ
        Fathah dan 

Ya 
Ai a dan i 

ْْٛ  ىَ
         Fathah 

dan Wau 
Au a dan u 

Contoh : 

 Kaifa :  و١َْفَْ

يَْ ْٛ  Haula : دَ

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan Alif ىاَ /ىَْٟ

atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

ْْٟ  Kasrah dan Ya Ī i dan garis di atas ىِ

 Kasrah dan Wau Ū ىُٛ
u dan garis di 

atas 

Contoh : 

 māta : ِات

 ramā : زِٝ

 qīla : ل١ً

 yamūtu : ٠ّٛت
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d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ضَةُْاٌجََّٕةِْ ْٚ  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :  زَ

ٌْفاَض١ٍِْةَِْ د٠ِْٕةَُْا َّ ٌْ  al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah : اَ

ةُْ َّ ٌْذِىْ  al-hikmah :   اَ

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّّْ –), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َا   :ْ زَبَّٕ Rabbanā 

١َْٕا    Najjainā : ٔجََّ

ٌْذَكْ      al-haqq : اَ

ٌْذَجْ     al-hajj : اَ

َُْٔعُْ     : nuʻʻima 
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 ْ ٚ  ʻaduwwun : عَدُ

Jika huruf ٜbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  ّْٟ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) ,ىِ

Contoh: 

 ْٟ :ْ عَسَبِ ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) 

 ْٟ  ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عٍَِ

f. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

طُْاٌَشَّْ ّْ  : al-syamsu (bukan asy- syamsu) 

ٌْصٌَةَُْ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اٌَصَّ

ٍْعَفةٌَُْْاَْْ فَ  : al-falsafah 

ٌْبلََِدُْ  al-bilādu : اَ

g. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‗) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  
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Contoh: 

َْْ ْٚ سُ ُِ  ta’murūna : جأَْ

ءٌُْْاَْْ ْٛ َّٕ  : al-nau’ 

ءْ  ْٟ  syai’un : شَ

سْتُْ ِِ  Umirtu : أُ

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar 

Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

3. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ْاللِْ ُٓ اللباْ    Dīnullah   د٠ِْ  billah 
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِْاللِْ َّ ْزَدْ ْٟ ْفِ ُْ ُ٘   Hum fī rahmatillāh 

4. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi.  

Contoh: 
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Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū). 

2. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta‘āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. =  ‘alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 

QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفذة = ص

 بدْٚ  = دَ

 صٍْٝاللْع١ٍْٗٚظٍُ =          صٍعُ

 طبعة = ط

 بدْْٚٔاشس = ىٓ

 إٌْٝآسس٘اْ/ْإٌْٝآسسٖ = اٌز

 جصء = ج
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi 

perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.   : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata ―editor‖ berlaku baik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al.  : ―Dan lain-lain‖ atau ―dan kawan-kawan‖ (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (―dan 

kawan-kawan‖) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.    :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj.  : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol.  : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.   : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Muslim di Indonesia merupakan populasi terbesar di dunia, dan agama 

Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt. Dikutip 

dari laman kemenag.go.id Mengacu pada data demografis, bahwa saat ini 

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah mencapai sekitar 

229,62 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari total populasi nasional yang 

berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi populasi Muslim 

global yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 yakni sekitar 

23% dari total populasi dunia maka jumlah umat Muslim di Indonesia 

menyumbang kurang lebih 13,1% dari keseluruhan populasi Muslim dunia.1
 

Dengan keunggulan demografis tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan potensi penghimpunan zakat yang sangat signifikan.. Potensi ini turut 

mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga keagamaan serta 

organisasi nirlaba, termasuk institusi perbankan syariah dan badan-badan yang 

mengelola zakat, infak, dan sedekah. 

Jumlah penduduk Muslim yang besar, ditambah dengan kewajiban 

hukum untuk menunaikan zakat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan potensi zakat terbesar. Kenaikan jumlah zakat ini juga disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah muzakki yang secara aktif menunaikan kewajiban 

zakatnya. Menurut Outlook Zakat Indonesia, pertumbuhan jumlah muzakki 

secara keseluruhan lebih banyak disumbang oleh individu atau perorangan. 

Sementara itu, kontribusi dari muzakki yang berasal dari lembaga tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan.  

                                                           
1
 Mastuki, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa 

Muslim Terbesar),‖ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020. 
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Organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan lembaga 

yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan 

sedekah. Dana tersebut berasal dari umat Islam yang memiliki kewajiban untuk 

menunaikan zakat (muzakki). Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk 

membantu sesama umat Muslim serta menjadi salah satu bentuk ibadah yang 

mendekatkan diri kepada Allah. Agar fungsi dan pemanfaatan zakat dapat 

berjalan secara optimal, diperlukan sinergi antara tiga elemen utama, yaitu yaitu 

muzakki (pihak yang menunaikan zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil 

(lembaga atau individu pengelola zakat). Keberhasilan dalam pengelolaan zakat 

dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor eksternal yang mencakup 

pengawasan dari pemerintah serta partisipasi aktif komunitas Muslim. Kedua, 

faktor internal yang bersumber dari dorongan moral dan spiritual individu 

Muslim, yang berpijak pada keimanan mereka terhadap ajaran Islam 

Pentingnya zakat dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang 

menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang setara dengan sholat, yang 

menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat bagi setiap umat Islam. 

Berdasarkan kewajiban ini, pemerintah Indonesia membentuk lembaga resmi dan 

independen yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Badan 

Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah penyusunan laporan 

keuangan. Laporan tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip dan tujuan 

akuntansi syariah. Secara umum, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama. 

Tujuan pertama adalah sebagai sarana pertanggungjawaban (accountability) 

dalam memenuhi tanggung jawab seorang individu atau entitas, baik kepada 

Allah SWT, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sosial. Tujuan kedua 

adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, sejalan 

dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang pelaksanaannya dilakukan 
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oleh BAZNAS dan LAZ, setiap organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala.2 Adanya undang-

undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak lagi sekadar 

dilakukan secara pribadi oleh muzakki yang langsung menyerahkannya kepada 

mustahik, melainkan dikelola oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab 

dalam hal ini, yaitu organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Baik Badan 

Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, yang 

mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga 

pelaporan keuangan secara menyeluruh. 

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Sebagai organisasi yang 

berada dalam sektor publik, memiliki jangkauan stakeholder yang sangat luas. 

Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk mampu menyampaikan informasi 

terkait pengelolaan dana kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu 

tolak ukur penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga 

adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi yang transparan, 

proporsional, dan dapat diakses secara merata, khususnya dalam hal pengelolaan 

keuangan.3 

Pengelolaan zakat harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dimana 

didalamnya terdapat lima dimensi, diantaranya: akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, manajerial, program, kebijakan,dan finansial. Kelima dimensi ini 

memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PSAK 109 tentang 

Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Prinsip hukum dan kejujuran memastikan 

bahwa setiap pencatatan dan pelaporan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan nilai-nilai syariah, sehingga menjamin integritas lembaga. Prinsip 

                                                           
2
 ―Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1,‖ Pub. 

L. No. 23 (2011), https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011. 
3
 Sabrina Shahnaz, ―The Application Of PSAK No . 109 About Financial Accounting Report 

Of Zakat, Infaq/Sedekah on BAZNAS North Sulawesi Province,‖ Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16, 

no. 01 (2016): 449–58. 
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kebijakan membantu lembaga dalam menyusun dan menjalankan kebijakan 

internal yang konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, 

prinsip manajerial berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan dan 

pengawasan yang baik terhadap transaksi keuangan lembaga, yang merupakan 

aspek krusial dalam implementasi PSAK 109. Prinsip program mendukung 

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ZIS sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sementara itu, prinsip 

finansial sangat berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang transparan, 

andal, dan sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh PSAK 109. 

Sejak tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun 

Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan 

Sedekah. Standar ini kemudian secara resmi disahkan pada tahun 2010 dan mulai 

diterapkan secara publik pada Oktober 2011. Salah satu tujuan utama dari standar 

ini adalah untuk mendorong keseragaman dalam pelaporan keuangan di seluruh 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, serta membentuk sistem 

pelaporan yang akuntabel dan transparan. 

Organisasi pengelola zakat perlu mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui penerapan 

standar akuntansi zakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan 

melalui penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan 

dalam PSAK No. 109, sekaligus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. 

Semakin baik regulasi dan standar yang diterapkan, maka semakin optimal pula 

kualitas pengelolaan dan pelaporan yang dapat dicapai oleh lembaga pengelola 

zakat. 

Praktik penerapan PSAK 109 oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga 

Amil Zakat masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa lembaga belum 

memiliki pemahaman yang memadai mengenai penerapan standar tersebut dalam 

penyusunan laporan keuangan. Beberapa isu yang paling sering muncul antara 

lain adalah penggunaan metode pencatatan berbasis kas (cash basis), Masih 
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terdapat praktik penggabungan antara dana zakat dan dana non-zakat dalam satu 

laporan keuangan, serta belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Salah satu hambatan 

utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di kalangan Lembaga Amil 

Zakat dan Badan Amil Zakat mengenai pemisahan dan proporsi alokasi antara 

dana zakat dan dana amil. Bahkan, terdapat beberapa lembaga yang belum 

sepenuhnya memahami kewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan 

laporan keuangan secara transparan.4
  

Penerapan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK No 109 

masih belum dilakukan oleh Banyak organisasi pengelola zakat, infaq, dan 

sedekah hingga saat ini. Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan salah 

satunya oleh  BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan 

satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas 

dan fungsi utama dalam menghimpun serta mendistribusikan Zakat, Infaq, dan 

Sedekah (ZIS) secara nasional.  

Penguatan peran BAZNAS semakin terlihat dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang 

menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, meskipun 

tidak memiliki struktur birokrasi pemerintah yang konvensional.5 BAZNAS 

sebagai mitra pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam mengawasi 

pengelolaan zakat yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta 

nilai-nilai seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, 

dan akuntabilitas. Selain itu, BAZNAS berperan strategis dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk 

                                                           
4
 Holil, ―Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi,‖ Al-

Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): 13–22. 
5
 Baznas, ―Profil Basnas,‖ Badan Amil Zakat Nasional, 2021, https://baznas.go.id/baznas-

profile. 



6 

 

 

 

mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan 

bersama. Melalui keterlibatannya yang aktif, BAZNAS berupaya untuk menjaga 

kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat 

dan bermanfaat bagi penerima manfaat, sejalan dengan nilai - nilai yang 

diamanahkan oleh syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.6
  

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu Badan Amil Zakat 

yang berada di bawah otoritas pemerintah, yang diberikan mandat untuk 

mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang harusnya menjalankan 

pengelolaan secara transparan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dana 

yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Barru bernilai cukup besar.Berikut 

merupakan data penghimpunan zakat tahun 2021-2023  oleh Baznas Kabupaten 

Barru: 

Tabel 1.1 Data penghimpunan zakat tahun 2021-2023 BAZNAS 

Kabupaten Barru: 

Tahun Jumlah zakat 

2021 Rp 11.030.643.600,15 

2022 Rp 9.738.435.216,06 

2023 Rp 9.715.837.862,00 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Barru 

Penghimpunan Zakat tahun 2021 yaitu sebesar Rp 11.030.643.600,15 

kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah Zakat sebesar 

Rp 9.738.435.216,06 lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah 

penghimpunan zakat sebesar Rp 9.715.837.862,00. Dari Jumlah yang sangat 

banyak itu, dapat disimpulkan bahwa adanya kepercayaan muzakki untuk 

menyalurkan dananya melalui lembaga ini. Tentunya hal tersebut tidak terlepas 

                                                           
6
 BAZNAS, “Profil Basnas,‖ Badan Amil Zakat Nasional, 2021, https://baznas.go.id/baznas-

profile. 
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dari semakin baiknya sistem pengelolaan yang digunakan oleh BAZNAS 

Kabupaten Barru. besarnya dana yang dikelola maka perlu adanya penerapan 

prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 agar masyarakat yang 

menggunakan jasanya percaya akan dana yang mereka titipkan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah 

yang terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 

No 109  pada BAZNAS Kabupaten Barru yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan 

sedekah pada BAZNAS Barru? 

2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi  PSAK 109  

BAZNAS  kabupaten barru? 

3. Bagaimana penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat 

meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Barru? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, 

dan sedekah pada BAZNAS Barru. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip 

akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten 

barru. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan PSAK 109 terhadap 

penyajian laporan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pada 

BAZNAS Kabupaten Barru. 

D. Kegunaan Penelitian  

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :  

a. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara 

komprehensif melalui data yang diperoleh, sehingga dapat menjadi bukti 

empiris yang berkontribusi dalam memperluas wawasan dan mendukung 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah 

dengan fokus pada akuntansi zakat. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan dan referensi mengenai PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten barru. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memperluas 

wawasan, meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan 

berpikir dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama 

perkuliahan ke dalam praktik penelitian secara langsung.  

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya 

khazanah literatur di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan 

dengan praktik pengelolaan zakat di lembaga seperti BAZNAS. 

3) Bagi Universitas/Perguruan Tinggi 

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memperkaya pengetahuan bagi pengembangan dunia akademik, 

serta berfungsi sebagai acuan atau referensi bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 

4) Bagi Instansi 

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 

lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, agar dapat menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangannya. 

5) Bagi Muzakki 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperdalam pemahaman terkait konsep dan implementasi akuntansi 
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zakat. kepada para muzakki, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

serta kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola dana zakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk 

dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Mutmainnah dengan judul ―Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana 

Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap‖. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi PSAK 109. dalam manajemen dana zakat Baznas Kabupaten 

Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian 

dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian tantangan dan 

hambatan Baznas Kabupaten Sidrap dalam menerapkan PSAK 109 yaitu, 

kendala teknis. dan administratif pada tahap awal, namun berhasil diatasi 

dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan 

lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. 

Dan dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana 

zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses pengelolaan zakat.7 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutmainnah, terdapat 

persamaan serta  perbedaan antara penelitian Mutmainnah dengan judul 

skripsi ini. adapun persamaannya yaitu terletak pada fokusnya terhadap 

pengelolaan zakat dan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Sedangkan,  

perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, di mana judul  

penelitian Mutmainnah lebih menekankan pada penerapan PSAK 109 secara 

umum, sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada penerapan prinsip 

                                                           
7
 Mutmainnah, ―Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas 

Kabupaten Sidrap‖ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). 
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akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109. Perbedaan lainnya terletak 

pada lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru. 

2. Kresna Ramadha Candra dengan judul ―prinsip akuntabilitas dalam 

implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat (studi kasus pada baznas 

gresik tahun 2015-2016)‖. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

akuntabilitas Badan Amil Zakat (BAZ) Gresik diwujudkan melalui 

mekanisme kerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dengan penekanan pada aspek transparansi yang berkualitas. Setiap transaksi, 

baik berupa pengumpulan maupun pendistribusian dana oleh individu 

maupun lembaga, selalu disertai dengan pemberian tanda terima berupa 

kuitansi. Perbedaannya terletak pada pengumpulan dana; jika berasal dari 

individu, penerima dana akan diberikan rekapitulasi hingga satu tahun penuh, 

sedangkan untuk lembaga hanya diberikan rekapan pada saat penyaluran 

dana tersebut saja tanpa rekap tahunan.8 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Kresna, terdapat persamaan serta  perbedaan dengan judul 

skripsi ini. adapun persamaannya yaitu terletak pada fokusnya terhadap 

penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada 

BAZNAS dan penggunaan konsep akuntabilitas sebagai landasan teori. 

Sedangkan, perbedaan antara keduanya yaitu Penelitian kresna dilakukan 

pada BAZNAS Gresik dengan periode waktu 2015-2016 dan menggunakan 

teori Good Corporate Governance (GCG) sebagai pendukung, sedangkan 

skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan fokus pada 

teori akuntabilitas dan teori stakeholder. 

3. Musdiana dengan judul ―Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan 

Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis 

Akuntansi Syariah)‖. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas 

                                                           
8
 Kresna Ramadha Candra, ―Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang 

Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016),‖ Doctoral Dissertation, UIN 

Sunan Ampel Surabaya (2017), http://digilib.uinsby.ac.id/22445/. 
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dan transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat di Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan..9 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Musdiana, terdapat persamaan serta  perbedaan antara judul skripsi ini. 

adapun persamaannya yaitu terletak pada topik penelitian yang sama yakni 

sama-sama membahas akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada 

lembaga BAZNAS. Lalu keduanya juga menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh musdiana tidak hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana 

BAZNAS tetapi juga pada transparansi pengelolaan dana sedangkan skripsi 

ini berfokus kepada prinsip akuntabilitas dalam pengimplementasian PSAK 

109. 

4. Nurul Wulandari Putri dengan judul ―Implementasi Pernyataan Standar  

Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam meningkatkan akuntabilitas pada 

baznas kota depok‖. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Depok 

telah mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan 

keuangannya, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan dana zakat, infak, serta sedekah sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Selain itu, BAZNAS Kota Depok juga 

mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada pihak yang berhak 

sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dalam rangka memenuhi aspek 

akuntabilitas, BAZNAS Kota Depok rutin melakukan audit laporan keuangan 

setiap periode dan telah menerima opini wajar dari akuntan publik. Informasi 

hasil audit tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat, 

dengan laporan keuangan yang telah diaudit dapat diakses melalui situs resmi 

BAZNAS Kota Depok. Pemenuhan aspek akuntabilitas ini meningkatkan 

                                                           
9
 Musdiana, ―Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntabilitas Syariah)‖ (Institut Agama Islam 

Negeri Parepare, 2023). 
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kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui BAZNAS 

Kota Depok.10 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul, 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Adapun persamaannya 

yakni terletak pada fokusnya terhadap implementasi PSAK 109 dan 

akuntabilitas pada BAZNAS. Sedangkan perbedaannya, Penelitian yang 

dilakukan oleh putri pada BAZNAS Kota Depok dengan penekanan pada 

implementasi PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas, sedangkan 

skripsi ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru dengan penekanan 

pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109. 

5. Kholifatus Solikah dengan judul ―analisis laporan keuangan berdasarkan 

PSAK 109 lembaga zakat Infak dan sedekah nahdlatul ulama kota 

semarang‖. Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : penerapan 

akuntansi zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang 

menggunakan sistem pencatatan akrual (accrual basis), sistem pencatatan 

akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi. Pengakuan dan 

pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada NU CARE-LAZISNU 

Kota Semarang telah sesuai PSAK 109 meski belum sepenuhnya. Pencatatan 

laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai yang 

tertera dalam PSAK 109 meski tidak  semuanya dicatat. Kendala yang 

dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam 

pengetahuan akuntansi.11 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

kholifatus, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan 

diteliti. Adapun persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas 

tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan zakat. Keduanya juga 

memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai 

                                                           
10

 Nurul Wulandari Putri, ―Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam 

Meningkatkan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Depok‖ (2023). 
11

 Kholifatus Solikah, ―Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Lembaga Zakat, 

Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang,‖ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

(2023). 
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dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, perbedaan antara kedua 

penelitian ini. Pertama, fokus penelitian berbeda. Penelitian yang dilakukan 

oleh kholifah  lebih menekankan pada analisis laporan keuangan berdasarkan 

PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih fokus pada evaluasi 

kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Sementara itu, 

skripsi yang terbaru lebih fokus pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas 

dalam implementasi PSAK 109, yang berarti penelitian tersebut lebih 

menekankan pada evaluasi sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan 

dalam pengelolaan zakat. Kedua, objek penelitian juga berbeda. Penelitian 

sebelumnya dilakukan pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul 

Ulama Kota Semarang, sedangkan penelitian yang terbaru dilakukan pada 

BAZNAS Kabupaten Barru. Perbedaan objek penelitian ini dapat 

mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh. 

B.  Tinjauan Teori  

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori dan konsep-konsep yang 

menjadi dasar dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikaji. 

Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan 

utama bagi peneliti selama proses pelaksanaan penelitian, yaitu: 

1. Teori Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas berasal dari istilah Latin Accomptare yang berarti 

mempertanggungjawabkan, yang merupakan bentuk turunan dari kata 

Computare yang berarti menghitung, yang pada akhirnya berasal dari kata 

Putare yang juga berarti menghitung.12 Secara umum, akuntabilitas dapat 

dipahami sebagai suatu hubungan yang melibatkan "pemberian dan 

                                                           
12

 Wikipedia, ―Pertanggungjawaban,‖ Ensiklopedia Bebas, 2024, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban. 
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penerimaan" penjelasan mengenai suatu tindakan, di mana setiap pihak 

yang terlibat atau berkepentingan memiliki hak untuk meminta dan 

memberikan klarifikasi atas setiap tindakan yang dilakukan atau diterima.   

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan 

penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja serta tindakan yang 

dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pemimpin organisasi, 

mencakup baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misinya, 

kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Konsep 

akuntabilitas ini terkait dengan pencapaian tujuan yang efektif, efisien, 

dan hemat, dengan pendekatan investigasi yang menyeluruh untuk 

memperoleh kesimpulan komprehensif mengenai efisiensi, efektivitas, 

dan penghematan dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di 

setiap instansi, departemen, lembaga, atau pemerintah daerah. 

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan, 

laporan, atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang 

dilakukan oleh individu, lembaga, atau pimpinan suatu organisasi kepada 

pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk menilainya.13  

Berdasarkan konsep diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh 

lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya publik. 

Ini merupakan usaha untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban 

terhadap seluruh kegiatan dan kinerja suatu entitas kepada pihak-pihak 

yang  berkepentingan. Akuntabilitas juga merujuk pada kewajiban 

lembaga tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban kepada public 

terkait setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks akuntabilitas 

publik, pemegang amanah memiliki tanggung jawab, pemegang amanah 

                                                           
13

 LAN dan BPKB, Modul Akuntabilitas Dan Good Governance, Edisi 1 (Jakarta: Lembaga 

Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan, 2020). Hal 21 
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memiliki tanggung jawab untuk menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi wewenangnya kepada 

pemberi amanah yang berhak dan memiliki otoritas untuk menuntut 

pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi). 

Berikut karakteristik pemerintahan yang accountable, yakni 

sebagai berikut: 

1) Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan dengan 

cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. 

2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan 

masyarakat. 

3) Menyediakan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan. 

4) Menjamin kemampuan untuk mempertanggungjawabkan serta 

menjelaskan setiap kebijakan secara proporsional kepada masyarakat. 

5) Menyediakan fasilitas publik yang memungkinkan evaluasi terhadap 

pencapaian kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program.14 

Pemerintahan yang akuntabel ditandai dengan kemampuannya 

menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, 

akurat, dan terbuka kepada masyarakat, sehingga publik dapat 

mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, 

pemerintah juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah yang bertanggung jawab turut membuka ruang partisipasi 

publik dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga 

masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki peran. Setiap kebijakan yang 

diambil juga harus dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan 

                                                           
14

 Ezra Paula Mentu & Jullie J Sondakh, ―Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut,‖ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis Dan Akuntansi 4 (1) (2016). Hal 1392–1399 
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kepada masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk dikritisi 

dan dievaluasi. Lebih jauh, akuntabilitas tercermin dalam adanya sarana 

atau mekanisme publik untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

program dan kegiatan pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas negara 

dapat dipantau bersama secara objektif. 

b. Bentuk-bentuk Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability ); 

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability ).15 

Sedangkan menurut Rosjidi, menyebutkan kedua akuntabilitas 

tersebut sebagai : 

1) Akuntabilitas internal (internal accountability); 

2) Akuntabilitas eksternal (external accountability).16 

Berikut merupakan uraian mengenai berbagai bentuk 

akuntabilitas, yaitu sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas vertikal (internal), merujuk pada kewajiban Setiap 

pejabat atau aparat publik, baik secara individu maupun kolektif, 

wajib melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja serta hasil 

pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung dalam struktur 

organisasi. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara rutin dalam 

periode tertentu atau kapan saja jika diminta. 

2) Akuntabilitas horizontal (eksternal), adalah tanggung jawab yang 

dimiliki oleh setiap lembaga negara sebagai sebuah organisasi untuk 

menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas amanat yang 

telah diterima serta dijalankan, termasuk perkembangannya, kepada 

                                                           
15

 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002). 
16

 Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik : Kerangka Standar Dan Metode (Surabaya: Aksara Satu, 

2001). 
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pihak luar seperti masyarakat umum dan lingkungan sekitarnya. 

Akuntabilitas ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara 

lembaga dan publik sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab 

eksternal. 

Akuntabilitas dianggap krusial bagi organisasi amal dan sosial 

(seperti zakat, infak dan sedekah) karena organisasi tersebut melibatkan 

banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelola organisasi 

harus dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dapat 

dipercaya dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. 

Bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-

macam.  

c. Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Syahruddin, organisasi publik wajib memenuhi lima 

dimensi akuntabilitas, yaitu: 

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and 

Legality) 

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran merupakan 

dua aspek penting dalam menjaga integritas lembaga publik. Kedua 

bentuk akuntabilitas ini menuntut agar lembaga dapat menjalankan 

tugasnya secara jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
17

 

Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi hal 

yang krusial agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan 

secara tepat dan sesuai aturan. Akuntabilitas hukum berfokus pada 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan 

organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran lebih menitikberatkan 

                                                           
17

 Fatimah and  Indrayani, ―Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses 

Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Sidenreng Rappang),‖ Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2, no. 2 (2019): 37, 

https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.520. 
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pada upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, praktik 

korupsi, dan kolusi. 

2) Akuntabilitas Manajerial (Performance Accountability) 

Akuntabilitas ini mengacu pada pertanggungjawaban atas 

kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya. Organisasi dituntut untuk menunjukkan 

kemampuan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber 

daya secara optimal. 

3) Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab 

organisasi dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang 

berkualitas serta relevan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap 

program harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap 

perencanaan hingga pelaksanaannya. 

4) Akuntabilitas Kebijakan 

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan 

yang diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan 

secara rasional dan etis. Sebelum suatu kebijakan ditetapkan, perlu 

dilakukan pertimbangan yang matang mengenai alasan dan urgensi 

dari kebijakan tersebut, serta dampak potensial yang mungkin 

ditimbulkan di masa depan. 

5) Akuntabilitas Finansial 

Akuntabilitas finansial berfokus pada pertanggungjawaban 

lembaga publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari 

masyarakat atau anggaran negara. Dana publik harus digunakan 

secara efisien dan efektif, serta bebas dari pemborosan, kebocoran, 

maupun korupsi. Untuk itu, setiap lembaga diwajibkan menyusun 

laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh 
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mengenai kinerja keuangan organisasi kepada para pemangku 

kepentingan. 

d. Pandangan islam terhadap akuntabilitas 

Konsep akuntabilitas dalam Islam menegaskan bahwa manusia 

berperan sebagai pemegang amanah, bukan sebagai penguasa mutlak 

yang mengendalikan dunia. Sebagai ―khalifah‖, manusia diangkat untuk 

menjalankan amanah tersebut dan bertindak sebagai wakil Allah SWT di 

muka bumi.18
 Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 

surah Al-Baqarah:30 

اذِْْلاَيَْ ْف١ِْٙاََْٚ ًُ اْاجَجَْعَ ْْٓٛ ْْۗلاٌَُ ْفِْٝالْازَْضِْس١ٍَِْفةًَ  ً ْجَاعِ ْٟ ى ِىَةِْأِ 
ٰۤ ٍ َّ ٍْ زَب هٌَِْ

ْ ْْٟٓ ضٌَُْهَْْۗلاَيَْأِ  ٔمُدَ  َٚ دِنَْ ّْ ْٔعَُب خُْبذَِ ُٓ ٔذَْ َٚ ْ ءََۚ اٰۤ َِ ٠عَْفهُِْاٌد  َٚ ٠ْ فْعِدُْف١ِْٙاَْ ْٓ َِ

َْْ ْٛ ُّ اْلَاْجعٍََْ َِ ْ ُُ  اعٍََْ

Terjemahnya: 

―(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' 

Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan 

menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"19 

Penetapan manusia sebagai khalifah di bumi oleh Allah SWT 

mengandung amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung 

jawab. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan kehidupan bumi dan 

hubungan antar sesama, yang pada akhirnya harus 

dipertanggungjawabkan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan 

                                                           
18

 Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, ―Implementasi Akuntabilitas Dalam 

Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta),‖ 

Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 1, no. 7 (2015): 506, 

https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517. 
19

 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan 

mushaf Al-Qur‘an, 2022). 
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akuntabilitas, yang mengharuskan setiap individu, terutama pemimpin 

atau pengelola amanah, untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan 

dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya 

mencakup dimensi duniawi, seperti keadilan dan transparansi, tetapi juga 

dimensi ukhrawi, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. 

Konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan 

akuntabilitas dalam perspektif Islam meliputi: 

1) Setiap aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan 

kesejahteraan umat sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang 

diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. 

2) Seluruh aktivitas organisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan. 

3) Aktivitas organisasi wajib dilaksanakan tanpa merusak lingkungan 

sekitar .20 

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai proses 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manusia sebagai pemegang 

amanah di dunia. Salah satunya terdapat pada surah Al-An‘am : 165 

ثٍْ قَْبعَْضٍْدَزَج  ْٛ ْفَ ُْ زَفعََْبعَْضَىُ َٚ ى ِفَْالْازَْضِْ
ٰۤ ٍ ْسَ ُْ ْجَعٍَىَُ ْٞ ْاٌَّرِ َٛ ُ٘ َٚ

ْزَبَّهَْظَس٠ِْْ َّْ ْاِ ُْۗ ىىُ ج  ا  آْْ َِ ْ ْٟ ْفِ ُْ وُ َٛ ُْ ٌ ١بٍَُْ د١ِْ ْزَّ ز  ْٛ ٌْغََفُ ٗٗ أَِّ َٚ ْ ٌْعِماَبِِۖ عُْا  

Terjemahnya: 

Dialah (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, ―Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.‖ Mereka 

berkata, ―Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih 

memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?‖ Dia berfirman, 

―Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.‖ 
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Ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah khalifah di 

bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk memimpin dan 

mengelola bumi ini, serta seluruh isinya. Setiap manusia memiliki 

tanggung jawab sebagai pemimpin atau pengelola atas bumi dan sumber 

daya yang ada. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat 

kemungkinan untuk saling mendurhakai, baik dalam hal hubungan antar 

sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah. Dengan 

demikian, dalam Islam, konsep tanggung jawab atau akuntabilitas 

menegaskan bahwa manusia merupakan pemegang amanah, bukan 

pemilik kekuasaan penuh atas dunia ini. Akuntabilitas ini ditegaskan oleh 

Allah SWT melalui istilah ―hisab‖ atau perhitungan di hari kiamat. Secara 

umum, ―hisab‖ merujuk pada kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan segala perbuatan manusia kepada Allah SWT, 

baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindakan maupun usaha yang 

dilakukan sepanjang hidupnya. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan 

bagaimana lembaga atau organisasi yang mengelola zakat seperti 

BAZNAS, bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan zakat 

yang diterima dari para muzakki. 

2. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Freeman sebagai 

pendekatan manajemen yang menekankan bahwa organisasi harus 

memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik atau investor saja, tetapi 

juga semua pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas 

organisasi.21 Stakeholder ini dapat berupa individu, kelompok, maupun 
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institusi yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan 

organisasi. Dalam konteks lembaga seperti BAZNAS, stakeholder mencakup 

muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat luas yang berperan dalam 

mendukung dan mengawasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. 

Donaldson dan Preston  memperluas konsep teori stakeholder dengan 

menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab moral dan etis 

kepada berbagai kelompok stakeholder yang terkait.22 Teori ini memberikan 

kerangka kerja untuk memahami kompleksitas hubungan dan tanggung 

jawab yang dimiliki organisasi terhadap para stakeholder-nya. Oleh karena 

itu, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 109 di BAZNAS tidak hanya 

soal memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya menjawab kebutuhan dan 

harapan para stakeholder agar pelaporan keuangan yang disajikan dapat 

dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Mitchell, Agle, dan Wood, penting bagi organisasi untuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tingkat 

pengaruh dan kepentingannya.23 Dengan mengetahui siapa saja stakeholder 

yang paling kritikal, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dan 

perhatian secara tepat agar akuntabilitas dan transparansi berjalan efektif. 

Dalam kasus BAZNAS, prioritas utama biasanya pada muzakki sebagai 

pemberi dana dan mustahik sebagai penerima manfaat, serta pemerintah 

sebagai regulator. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang akurat dan 

transparan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dari kelompok-

kelompok ini. 

Penerapan Teori Stakeholder dalam akuntabilitas lembaga zakat juga 

menggarisbawahi perlunya komunikasi yang efektif antara BAZNAS dan 
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stakeholder. Transparansi dalam pengelolaan zakat yang diwujudkan melalui 

pelaporan yang sesuai PSAK 109 dapat meningkatkan legitimasi organisasi 

dan memperkuat hubungan dengan para stakeholder. Hal ini sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas yang menuntut lembaga publik atau nonprofit untuk 

bertanggung jawab secara terbuka dan memenuhi ekspektasi para pihak yang 

berkepentingan. 

Penerapan teori stakeholder dalam konteks BAZNAS juga mendorong 

pengembangan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap kebutuhan 

informasi para stakeholder. Dengan menggunakan standar akuntansi yang 

sesuai seperti PSAK 109, BAZNAS dapat menyajikan laporan keuangan 

yang tidak hanya akurat tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai kelompok 

stakeholder. Hal ini sejalan dengan pandangan Freeman  bahwa komunikasi 

yang efektif dengan stakeholder merupakan kunci dalam membangun 

hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan keberlanjutan 

organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai teori 

stakeholder dapat memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan 

meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru. 

3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 

a. Pengertian Akuntansi ZIS 

Kata akuntansi berasa dari kata account artinya laporan, catatan, 

rekening. Merujuk pada arti yang disebutkan pertama bahwa account 

adalah laporan, maka tepatlag akuntansi identic dengan laporan 

khususnya laporan keuangan.24 Dalam pengertian ini termasuk di 

dalamnya proses perhitungan. Harahap menyatakan bahwa akuntansi 

berperan sebagai alat ukur (measurement). Selain itu, akuntansi juga 

merupakan sistem informasi yang disajikan melalui laporan keuangan, 
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yang berfungsi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. 

Keakuratan dan relevansi informasi akuntansi sangat menentukan 

ketepatan keputusan yang diambil.25 

Akuntansi ZIS dapat dimaknai sebagai proses pencatatan dan 

pengelolaan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ZIS sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari penyusunan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan 

dan andal, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk di 

antaranya para muzakki, calon muzakki, pemerintah, masyarakat, 

mustahik, serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan akuntansi 

yang baik adalah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah.26 Dalam konteks pengelolaan dana keagamaan, Akuntansi 

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diatur dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, bertujuan untuk memberikan 

pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan ZIS secara transparan dan 

akuntabel.27 

b. PSAK 109 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur mengenai 

penyajian laporan keuangan, yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia. Penyajian tersebut meliputi penyediaan 

informasi yang memadai terkait hal-hal material, termasuk bentuk, 
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susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. PSAK 

109 merupakan standar yang dirancang khusus untuk mengatur 

pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan terkait 

transaksizakat, infak, dan sedekah.28 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam 

akuntansi zakat merupakan bentuk upaya standarisasi penyajian laporan 

keuangan pada lembaga pengelola zakat. Standarisasi ini dimaksudkan 

untuk mempermudah masyarakat dalam memahami laporan keuangan 

yang disusun oleh lembaga zakat, sehingga transparansi terkait 

pengelolaan dana yang diterima dapat terwujud. Selain itu, lembaga zakat 

yang telah menerapkan PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya 

dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku 

secara resmi. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman 

yang mengatur cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan teori dan 

kondisi yang berlaku saat ini. Sebagai acuan utama, PSAK bersifat wajib 

bagi setiap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun 

demikian, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap elemen atau 

data ekonomi ditempatkan pada posisi yang sesuai agar informasi tersebut 

dapat disajikan secara akurat. Keberadaan laporan keuangan yang 

tersusun dengan baik akan membantu para pemangku kepentingan dalam 

memahami serta menilai kondisi keuangan suatu entitas, sehingga dapat 

mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan efektif. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang 

Akuntansi Zakat yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

berperan sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, dan 

pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan zakat. Standar ini 

                                                           
28

 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: 

Teori Dan Konsep (Jakarta: Puskas BAZNAS, n.d.). Hal 16 



27 

 

 

 

menetapkan tata cara pencatatan transaksi, waktu yang tepat untuk 

pengakuan, metode yang digunakan dalam pengukuran, serta penyajian 

informasi tersebut dalam laporan keuangan secara transparan dan 

akuntabel. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang 

Standar Akuntansi Zakat terdiri dari: 

1) Pengakuan dan Pengukuran 

a) Penerima Zakat 

(1)  Pengakuan atas penerimaan zakat dilakukan ketika dana atau 

aset non-kas telah diterima oleh lembaga amil zakat. 

(2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah 

dana zakat: 

(a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang 

diterima. 

(b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset 

non kas. 

(c) Penentuan Penilaian atas aset nonkas yang diterima 

dilakukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan 

melalui harga pasar. Apabila informasi harga pasar 

tidak tersedia, maka penentuan nilai wajar dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode lain yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang berlaku. 

(3) Apabila muzakki secara langsung menetapkan mustahiq yang 

akan menerima zakat melalui perantara amil, maka bagian 

zakat tidak dapat dialokasikan sebagai hak amil. Dalam 

kondisi tersebut, amil diperkenankan menerima imbalan jasa 

(ujrah) atas jasa penyaluran yang dilakukannya. Imbalan ini 

diberikan oleh muzakki dan tidak berasal dari dana zakat. 
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Selanjutnya, ujrah tersebut dicatat sebagai tambahan dana 

operasional bagi amil. 

(4) Apabila terjadi penurunan nilai pada aset zakat nonkas, maka 

kerugian yang timbul harus diakui sebagai pengurang dana 

zakat atau dana amil, tergantung pada sumber atau penyebab 

terjadinya penurunan nilai tersebut. 

(5) Penurunan nilai atas aset zakat diakui berdasarkan penyebab 

terjadinya penurunan tersebut, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(a) Jika penurunan nilai tidak disebabkan oleh kelalaian dari 

pihak amil, maka kerugian tersebut dibebankan sebagai 

pengurang terhadap dana zakat. 

(b) Sebaliknya, apabila penurunan nilai timbul akibat 

kelalaian amil, maka kerugian tersebut dicatat sebagai 

beban dan mengurangi dana amil yang tersedia. 

b) Penyaluran Zakat 

(1) pengurang dana zakat sebesar: 

(a) Jumlah yang diterima dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai 

nominal yang diserahkan oleh muzakki. 

(b) Untuk zakat yang diterima dalam bentuk aset nonkas, 

pengakuan dilakukan sebesar nilai tercatat dari aset 

tersebut pada saat penyerahan. 

(2) Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat 

sangat ditentukan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh 

para amil. Dalam menjalankan fungsinya, amil berhak 

memperoleh bagi 

(3) Penetapan jumlah atau persentase alokasi zakat untuk setiap 

mustahik dilakukan oleh amil dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip syariah, asas kewajaran, nilai-nilai etika, serta 
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peraturan yang berlaku, yang selanjutnya dituangkan secara 

formal dalam bentuk kebijakan internal lembaga amil. 

(4) Biaya yang timbul dalam proses penghimpunan dan 

penyaluran zakat menjadi tanggung jawab amil. Amil juga 

diperbolehkan untuk meminjam dana zakat sebagai salah satu 

strategi penghimpunan, dengan ketentuan bahwa pinjaman 

tersebut bersifat jangka pendek dan tidak melebihi satu 

periode haul. 

(5) Alokasi dana zakat yang diserahkan kepada amil sebagai 

bagian dari penghimpunan dan penyaluran dicatat sebagai 

peningkatan pada dana amil. 

(a) Zakat dianggap telah disalurkan kepada mustahiq non-

amil apabila dana zakat tersebut telah diterima secara 

langsung oleh mustahiq yang bersangkutan. Apabila 

penyaluran zakat dilakukan melalui perantara amil lain 

namun belum sampai ke tangan mustahiq non-amil, maka 

zakat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai zakat 

yang telah tersalurkan. Dalam kondisi ini, amil penerima 

tidak berhak atas bagian dana zakat, namun memiliki hak 

untuk memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Pada saat 

yang bersangkutan, zakat yang sedang dalam proses 

penyaluran tersebut dicatat sebagai piutang penyaluran 

oleh amil awal, sementara amil penerima mencatatnya 

sebagai liabilitas penyaluran. Selanjutnya, piutang dan 

liabilitas tersebut akan berkurang pada saat zakat secara 

resmi diserahkan langsung kepada mustahiq non-amil. 

 Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq non-

amil dengan ketentuan harus dikembalikan kepada 
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amil tidak dapat diakui sebagai penyaluran zakat. 

Sementara itu, dana zakat yang digunakan untuk 

memperoleh aset tetap atau aset kelolaan, seperti 

rumah sakit, sekolah, kendaraan ambulans, serta 

fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:Penyaluran 

zakat seluruhnya jika aset tetap  tersebut diserahkan 

untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak 

dikendalikan amil. 

 Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap apabila 

aset tetap tersebut masih berada dalam pengendalian 

amil atau pihak lain yang berada di bawah kendali 

amil. Dalam hal ini, penyaluran secara bertahap diukur 

berdasarkan penyusutan aset tetap tersebut sesuai 

dengan pola pemanfaatannya. 

6) Penyajian  

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana 

infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk 

mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara 

transparan. 

7) Pengungkapan  

a) Zakat  

Pengelola zakat (amil) memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi zakat, infak, 

dan sedekah. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek, baik 

yang disebutkan secara eksplisit maupun yang tidak terbatas pada 

hal-hal yang telah dirinci sebelumnya. 

(1)  Kebijakan penyaluran zakat, termasuk penetapan skala prioritas 

dalam distribusi zakat kepada mustahik non-amil. 
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(2)  Ketentuan penyaluran zakat kepada amil dan mustahik non-

amil, yang mencakup persentase alokasi, dasar pertimbangan 

yang digunakan, serta konsistensi penerapan kebijakan tersebut 

dari waktu ke waktu. 

(a) Metode yang diterapkan untuk menentukan estimasi nilai 

wajar atas zakat berupa aset nonkas. 

(b) Uraian jumlah distribusi zakat kepada masing-masing 

kelompok mustahik. 

(c) Jika terdapat penggunaan dana zakat dalam bentuk aset yang 

masih dikelola oleh amil atau pihak yang berada di bawah 

pengendaliannya, diungkapkan nilai, persentase terhadap 

total penyaluran, serta alasan penggunaannya. 

(d) Hubungan antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

antara amil dan mustahik, mencakup:: 

 Jenis hubungan yang terjadi. 

 Nilai dan jenis aset yang diberikan. 

 Persentase tiap aset terhadap keseluruhan distribusi zakat 

selama periode pelaporan.. 

b) Infak/sedekah 

Amil menyajikan informasi terkait transaksi infak/sedekah, 

yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: 

(a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, termasuk penetapan 

skala prioritas serta identifikasi pihak penerima. 

(b) Ketentuan mengenai penyaluran infak/sedekah kepada amil 

dan nonamil, seperti proporsi pembagian, dasar 

pertimbangan, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. 

(c) Teknik yang digunakan dalam menetapkan nilai wajar atas 

infak/sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas. 
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(d) Apabila terdapat dana infak/sedekah yang tidak disalurkan 

secara langsung melainkan terlebih dahulu dikelola, maka 

perlu diungkapkan nilai nominal dan persentasenya terhadap 

total penerimaan selama periode pelaporan beserta alasannya. 

(e) Jika dana infak/sedekah digunakan dalam bentuk aset yang 

dikelola, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase 

penggunaannya terhadap keseluruhan dana infak/sedekah 

serta alasan yang mendasarinya. 

(f) Uraian dana infak/sedekah berdasarkan klasifikasi 

penggunaannya, yaitu yang terikat dan tidak terikat. 

(g) Informasi mengenai hubungan antara amil dan penerima 

infak/sedekah yang memiliki keterkaitan, meliputi: 

 Karakter hubungan yang terjadi, 

 Nilai dan jenis aset yang disalurkan,. 

 Persentase masing-masing aset yang disalurkan terhadap 

total penyaluran infak/sedekah dalam periode berjalan.29 

Komponen laporan keuangan yang disusun secara lengkap oleh amil 

meliputi: 

a) Neraca (laporan posisi keuangan). 

b) Laporan Perubahan Dana. 

c) Laporan Perubahan aset Kelolaan. 

d) Laporan Arus Kas, dan 

e) Catatan atas Laporan Keuangan 

4. Organisasi Pengelola Zakat   

a. Pengelolaan zakat 
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Dalam praktiknya, zakat yang dikumpulkan oleh amil (pengelola 

zakat) umumnya dialokasikan untuk dua tujuan utama, yaitu zakat 

konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik, seperti makanan, 

pendidikan, dan layanan kesehatan. Setelah kebutuhan-kebutuhan dasar ini 

terpenuhi, zakat dapat dialokasikan untuk tujuan produktif, seperti 

memberikan modal usaha guna membantu para mustahik menjadi lebih 

mandiri secara ekonomi.
30

 Agar pendistribusian zakat baik konsumtif 

maupun produktif dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran, 

diperlukan sistem pengelolaan yang profesional dan sesuai ketentuan.  

Menurut undang-undang, pengelolaan zakat mencakup kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses 

pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.31 Langkah awal 

dalam pengelolaan zakat adalah menetapkan visi dan misi lembaga zakat 

yang akan dibentuk. Visi dan misi tersebut perlu disosialisasikan kepada 

para pengurus agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap 

kebijakan dan pengambilan keputusan. 

Pengelolaan zakat sebagai amanah keagamaan diatur secara khusus 

dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya unsur 

pertimbangan dan pengawasan, yang terdiri dari ulama, akademisi, tokoh 

masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Ketentuan tersebut juga 

mencakup sanksi hukum bagi pengelola zakat yang melanggar aturan. 

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat yang optimal, 

dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan 

di ibu kota negara, serta diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural 
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yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden melalui kementerian terkait. BAZNAS memiliki wewenang 

dalam menjalankan pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, 

demi meneladani sunnah Rasulullah SAW, sebaiknya para muzakki 

menunaikan zakatnya melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Sebab, jika penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik 

diperbolehkan sepenuhnya, maka keberadaan amil zakat sebagai pengelola 

tentu tidak lagi diperlukan.32 

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  

Menurut UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pemerintah 

membuat sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri 

dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini 

disebut ( Badan Amil Zakat Nasional) berkedudukan di ibu kota Negara 

republik Indonesia.33 Pengelolaan zakat berasaskan: 

1) Syariat islam; 

2) Amanah  

3) Kemanfaatan; 

4) Keadilan; 

5) Kepastian hukum; 

6) Terintegrasi; 

7) Akuntabilitas;  

BAZNAS melaksanakan fungsi-fungsi utama, sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

adalah sebagai berikut:34 
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1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; 

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; 

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; 

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat 

Azas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: 

1) Amanah: Pengelolaan pemungutan, administrasi, dan pendistribusian 

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dilaksanakan sesuai dengan tuntunan 

syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Profesional: Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan 

benar. 

3) Transparan: Masyarakat diberikan kemudahan dan akses cepat untuk 

memperoleh informasi serta ketentuan terkait pengelolaan ZIS.. 

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah sebagai berikut: 

1)  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat 

2) Mengarahkan masyarakat mencapai  kesejahteraan baik fisik maupun 

non fisik melalui pendayagunaan zakat. 

3) Mendorong transformasi peran mustahiq menjadi muzakki melalui 

proses seleksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta 

pengembangan kapasitas ekonomi. 

4) Menanamkan budaya kepedulian sosial di kalangan mustahiq dengan 

menekankan nilai bahwa memberi memiliki keutamaan dibandingkan 

menerima. 

5) Meningkatkan manajemen zakat yang berbasis pada prinsip amanah, 

profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaannya. 

6) Menjangkau mustahiq dan muzakki seluas-luasnya. 

7) Mengoptimalkan jaringan kerjasama antar organisasi pengelola zakat 

untuk memperkuat fungsi dan peran Badan Amil Zakat dalam 

pengelolaan zakat. 
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Kegiatan utama BAZNAS meliputi penghimpunan zakat, infak, dan 

sedekah (ZIS) dari para muzakki serta penyalurannya kepada mustahiq 

yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran 

Islam.
 35 

5. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntansi 

di Indonesia, berperan aktif dalam mendukung terciptanya sistem akuntansi 

yang transparan dan andal pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai 

bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2010 IAI mengeluarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Standar ini disusun untuk 

memberikan pedoman terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah, meliputi 

aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi 

yang berkaitan. PSAK 109 berlaku khusus bagi OPZ yang memiliki tanggung 

jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat maupun 

infak/sedekah.  

PSAK disusun sebagai acuan untuk standarisasi dalam pencatatan 

transaksi serta penyusunan laporan keuangan oleh Organisasi Pengelola 

Zakat. Melalui standarisasi ini, diharapkan tercipta keseragaman dan 

keterbandingan dalam proses pencatatan maupun pelaporan keuangan di 

berbagai OPZ di Indonesia. Selain itu, standar ini juga berperan dalam 

mempermudah pekerjaan akuntan publik saat melakukan audit terhadap 

laporan keuangan yang disusun oleh OPZ. 

Penerapan PSAK No. 109 sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai 

kerangka teknis dalam pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak, dan 
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sedekah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat 

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat. 

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan mencakup berbagai dimensi, antara lain: 

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 

kebijakan, akuntabilitas program, serta akuntabilitas finansial. Masing-masing 

dimensi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap proses 

penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dilakukan secara 

transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan syariat. 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran tercermin dalam ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan, standar akuntansi yang berlaku, serta 

kejujuran dalam pelaporan. Akuntabilitas manajerial tampak dalam 

pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, serta kepemimpinan yang 

bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, 

akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan lembaga 

dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional organisasi. Dalam 

aspek program, akuntabilitas diwujudkan melalui keselarasan antara tujuan 

program dan pelaksanaan di lapangan, yang dapat dievaluasi melalui laporan 

keuangan dan kinerja. Terakhir, akuntabilitas finansial diwujudkan melalui 

penyajian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami 

oleh semua pihak berkepentingan. 

Dengan demikian, implementasi PSAK No. 109 tidak dapat 

dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Standar ini mendukung terciptanya 

sistem pelaporan yang mampu mencerminkan integritas, profesionalisme, dan 

transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini 

menjadi penting mengingat dana yang dikelola adalah amanah dari 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara 

administratif, tetapi juga secara sosial dan spiritual. 
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C. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta guna menyatukan 

persepsi antara penulis dan pembaca, penulis merasa perlu untuk menjabarkan 

beberapa istilah yang termuat dalam judul skripsi ini sebagai berikut. 

1. Akuntabilitas 

Menurut mursyidi, Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab suatu 

entitas pelaporan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan sumber daya serta implementasi kebijakan yang telah 

dipercayakan kepadanya, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam jangka waktu tertentu. 36 Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas 

dapat dimaknai sebagai usaha untuk menyampaikan atau menunjukkan 

kebenaran secara transparan. 

Menurut Astuti  akuntabilitas memiliki tiga kriteria utama, yaitu: 

a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang diwujudkan 

melalui penyusunan laporan keuangan; 

b. Penyajian laporan secara tepat waktu; 

c. Pelaksanaan audit oleh pihak auditor eksternal. 

Akuntabilitas, merujuk pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta 

bentuk pertanggungjawaban dari setiap elemen dalam suatu lembaga, 

sehingga pengelolaan organisasi dapat berlangsung secara efektif. 

2. PSAK 109 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 disusun oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan untuk menetapkan aturan terkait 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta 

infak/sedekah. PSAK 109 mengenai akuntansi zakat berfungsi sebagai 
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pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan 

digunakan sebagai dasar operasional bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 

Dalam Exposure Draft PSAK tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, 

dijelaskan secara menyeluruh mengenai tata kelola kegiatan OPZ, mulai dari 

proses pencatatan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan dalam 

laporan keuangan. 

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS 

memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat di 

seluruh wilayah Indonesia. Fungsi utama BAZNAS mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, 

serta pemanfaatan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam 

menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 

pengelolaan zakat yang dilaksanakannya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud prinsip akuntabilitas 

dalam penerapan  PSAK 109 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten 

Barru adalah merujuk pada bagaimana bentuk tanggung jawab Badan Amil Zakat 

(BAZNAS) Kabupaten barru  untuk melaporkan secara transparan, akurat dan 

konsisten dengan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima 

berdasarkan PSAK 109. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka teoritis (kerangka berpikir) adalah alur pikir yang digunakan 

sebagai alat pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan, agar 

peneliti tidak membuat persepsi sendiri.37 
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Alur pikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara 

penerapan akuntabilitas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

barru dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

109. BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat memiliki tanggung jawab 

untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas 

hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan serta finansial. Penerapan 

prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PSAK 109 secara 

optimal khususnya dalam aspek pencatatan, pengakuan, pengukuran dan  

pelaporan keuangan. Dengan akuntabilitas yang baik, BAZNAS dapat 

meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan 

zakat,infak, dan sedekah di kabupaten barru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang rinci dan mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi di 

lapangan. Penelitian lapangan dalam hal ini dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi secara menyeluruh suatu unit sosial, sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif..38   

Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menggali berbagai aspek 

yang lebih mendalam dan kompleks dari implementasi kebijakan, serta 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana 

proses tersebut berlangsung di lapangan. Dengan menggunakan metode 

penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kondisi lapangan 

secara rinci terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana 

zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. yang mana penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan detail, yang bertujuan 

untuk  memahami makna dan proses di balik fenomena yang diamati. 

Penelitian kualitatif memanfaatkan lingkungan alamiah sebagai sumber utama 

data. Fokus utamanya terletak pada peristiwa-peristiwa yang berlangsung 

dalam konteks situasi sosial, yang menjadi objek kajian utama dalam 
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pendekatan ini..39 Metode  pengumpulan data yang umum digunakan meliputi 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif sering 

kali diinterpretasikan dalam bentuk tema atau cerita, yang memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena 

yang diteliti.40 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Gedung Islamic 

Centre Lantai 2, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten 

Barru, yang berperan sebagai lembaga penyelenggara pengumpulan zakat. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama lebih dari satu bulan, 

dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

C.  Fokus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan yang tepat 

antara topik yang diteliti dan data yang dihimpun. Dengan demikian, fokus utama 

dari penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data subjek 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari informan 
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penelitian. Bentuk dari pengambilan data dapat di dapatkan dari gambar 

melalui pemotretan dan rekaman audio. Indriantoro dan supomo merinci 

bahwa data subjek adalah bentuk data penelitian yang mencakup pendapat, 

sikap, pengalaman, atau karakteristik individu atau kelompok yang menjadi 

subjek penelitian (informan).41 Menurut Lofland, dalam penelitian kualitatif, 

sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sementara data lainnya 

seperti dokumen dan sejenisnya dianggap sebagai data pendukung. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya, tanpa 

melalui perantara pihak lain.42 Sumber data dalam penelitian ini berasal 

dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru selaku 

lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Peneliti 

akan melakukan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten 

Barru untuk memperoleh informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas 

dalam implementasi PSAK 109. 

b. Data sekunder  

Menurut Kuncoro, data sekunder adalah informasi yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengelola data dan kemudian disebarluaskan 

kepada masyarakat sebagai pengguna data tersebut.43 Data sekunder 

diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain dokumentasi, literatur 

buku, laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan sumber tertulis 

lainnya yang relevan dengan topik penelitian. sehingga dapat disimpulkan 
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data sekunder adalah data pendukung dari suatu hasil penelitian.44
 Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini terdiri atas arsip, literatur, dan berbagai referensi yang telah 

dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup dokumen, 

foto, serta materi pendukung lainnya yang berperan sebagai pelengkap 

bagi data primer yang diperoleh secara langsung. 

E. Teknik Pengumpulaan Dan Pengolahan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan atau 

rumusan masalah dalam penelitian.. Adapun teknik-teknik yang diterapkan 

dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, studi 

pustaka, dan penelusuran internet (Internet Searching). 

a. Observasi  

Metode observasi, atau yang biasa disebut sebagai teknik 

pengamatan, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui proses pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis serta terencana dengan cermat. Pengamatan 

atau observasi adalah aktivitas sehari-hari manusia yang menggunakan 

panca indra. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode komunikasi terstruktur yang 

dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang menyampaikan 

pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban sesuai dengan topik 

yang dibahas, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang 
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relevan untuk kepentingan penelitian.45  Sedangkan menurut Moh  Nazir, 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam 

penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung 

antara pewawancara dan informan. Proses ini biasanya dibantu dengan 

menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara (interview guide) 

untuk memastikan kelancaran dan fokus pada topik yang ingin 

ditelusuri.46 Dalam proses wawancara ini, penulis sudah menyiapkan 

daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber 

dengan fokus pertanyaan terhadap masalah yang akan diteliti. 

Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam untuk 

memudahkan pengecekan ulang, jika terdapat data atau informasi yang 

terlewat dalam pencatatan saat proses analisis. 

c. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Studi Dokumen digunakan untuk melengkapi data yang 

dijaring melalui teknik wawancara dan observasi.47 Peneliti akan 

mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian ini, 

seperti arsip, laporan, gambar atau foto, serta dokumen lainnya yang 

terdapat di BAZNAS Kabupaten Barru. Dokumen yang diperlukan 

meliputi profil lembaga, laporan keuangan, surat keputusan (SK) 

pendirian BAZNAS, SK mengenai tugas dan wewenang, bukti 

penerimaan dan penyaluran zakat, serta dokumentasi terkait kegiatan 

BAZNAS Kabupaten Barru. 
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2. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses yang bertujuan untuk 

mempermudah pembacaan dan penerapan data, sehingga dapat dianalisis dan 

menghasilkan kesimpulan dari hasil evaluasi. Proses ini sangat penting dalam 

metode ilmiah karena membantu memberikan makna dan pemahaman 

terhadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam penelitian.48 

F. Uji Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama, yakni: 

a. Peneliti tidak sepenuhnya independen dan netral dari konteks penelitian; 

b. Penelitian kualitatif bersifat sangat terstruktur dan sangat interpreatif. 

Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengombinasikan beragam metode serta 

memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia guna meningkatkan 

keabsahan temuan penelitian.49
 Teknik ini digunakan untuk meningkatkan tingkat 

kepercayaan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu 

dalam menganalisis data di lapangan. Penelitian ini menerapkan dua jenis 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode, untuk memperkuat 

validitas data yang diperoleh. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber melibatkan pencarian kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan 
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cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang ada dari sumber 

yang berbeda.50 

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode bertujuan untuk memeriksa keabsahan data atau 

temuan penelitian. Moleong  menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam 

triangulasi metode: pertama, memverifikasi tingkat kepercayaan temuan 

penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data; kedua, 

memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan 

metode yang sama.51 Jika ditemukan perbedaan, peneliti akan menelusuri 

penyebab perbedaan tersebut hingga menemukan sumbernya, dan melakukan 

konfirmasi dengan informan atau sumber lain. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, kegiatan analisis data meliputi tiga tahapan yang 

berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.52 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara 

menyaring, memusatkan, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang 

diperoleh di lapangan berdasarkan catatan hasil wawancara dengan informan. 

Melalui catatan tersebut, peneliti melakukan seleksi data sesuai dengan fokus 

penelitian, mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan, serta 

melakukan pengodean data menggunakan kerangka atau kisi-kisi penelitian 

yang telah disusun sebelumnya. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap berikutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Data 

dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram, tabel, grafik, dan lain 

sebagainya. Melalui proses ini, peneliti dapat menerima masukan dari pihak 

lain sehingga data yang disajikan menjadi lebih terstruktur dan mudah 

dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi 

teks yang menguraikan topik pembahasan secara mendetail. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (conclusion). 

Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah 

diproses melalui reduksi data dan pemaparan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS 

Kabupaten Barru. 

Pengelolaan dana zakat adalah serangkaian kegiatan yang mencakup 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta tak lepas dari 

segala pencatatan atas setiap transkasi yang terjadi.  

―Setiap pemasukan, pengumpulan by name by address begitu pula setiap 

pendistribusian dimana disalurkan itu,itu ada semua disana di SIMBA 

(sistem  informasi manajemen baznas).‖53 

BAZNAS Kabupaten Barru mencatat setiap transaksi secara langsung 

melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Pencatatan ini 

dilengkapi dengan bukti setoran dana zakat maupun infak/sedekah, yang memuat 

informasi seperti nama muzakki, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, 

jumlah dana, serta tujuan penggunaannya. Bukti tersebut menjadi dasar 

pencatatan ke dalam jurnal sesuai dengan nominal yang tercantum. SIMBA  

mendukung independensi dan tanggung jawab institusi melalui beberapa 

mekanisme kunci, dengan memfasilitasi pengelolaan secara efektif dan efisien, 

SIMBA membantu BAZNAS untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

zakat tanpa intervensi pihak luar.54
  

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib 

mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Tujuan utama 
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dari PSAK 109 adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan entitas yang 

bersangkutan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara 

akurat dan menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan transparansi serta 

meningkatkan keandalan informasi keuangan dalam pengelolaan dana 

keagamaan.55  

a. Pengakuan dan pengukuran  

PSAK 109 menyatakan bahwa pengakuan dilakukan pada saat dana 

ZIS diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset lainnya. Dana ZIS yang 

diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar nilai 

nominal jika diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar apabila 

diterima dalam bentuk non-kas.56 Dana ZIS  baru dapat diakui oleh 

BAZNAS kabupaten barru apabila dana tersebut telah diterima secara 

langsung atau melalui tenaga unit pengumpul  zakat atau bisa juga melalui 

transfer bank. Apabila muzakki telah melakukan konfirmasi terkait 

pembayaran dana ZIS, namun dana tersebut belum diterima atau belum 

tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka transaksi tersebut 

belum dapat diakui sebagai penerimaan. 

―Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami 

akui saat sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun 

transfer. Kalau misalnya ada muzakki yang sudah mengonfirmasi 

lewat WhatsApp atau telepon bahwa mereka telah transfer, tetapi 

dana belum masuk ke rekening kami, maka kami belum catat.‖57 

 

Dalam proses pengukuran di BAZNAS Kabupaten Barru, dana yang 

diterima dalam bentuk kas, seperti uang tunai, dicatat berdasarkan jumlah 

nominal yang diterima. Sementara itu, apabila dana diterima dalam bentuk 
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non-kas, seperti emas, maka pencatatan dilakukan berdasarkan nilai wajar 

sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penerimaan. 

b. Penyajian 

Penyusunan laporan keuangan atas dana zakat, infak/sedekah wajib 

mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi yang berlaku, yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dalam PSAK 109, diatur 

beberapa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh amil sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut,diantaranya: 

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan 

Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap laporan keuangan BAZNAS 

Kabupaten Barru tahun 2023, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya 

BAZNAS telah menyusun kelima jenis laporan keuangan sebagaimana yang 

disyaratkan dalam ketentuan PSAK 109.  

―Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena 

kami sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi 

pencatatan dari UPZ dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang 

masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk format laporan utamanya, 

alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109."58 

 

Berikut merupakan laporan keuangan yang telah disusun oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru untuk periode tahun 

2023, yang telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik. 

1) Laporan posisi  keuangan 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap laporan posisi keuangan 

yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Barru bahwa terdapat 3 bagian dalam penyusunan laporan posisi 

keuangannya yakni, Aset, Liabilitas (kewajiban),  dan saldo dana. Aset  
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yang dicatat terdiri dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang 

pelaksana, serta aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan 

perlengkapan kantor/inventaris berikut akumulasi penyusutannya.  

Liabilitas (kewajiban) meliputi utang penyaluran, beban yang masih harus 

dibayar,. Namun, pada kenyataannya BAZNAS tidak memiliki kewajiban 

atau utang, mengingat statusnya sebagai organisasi nirlaba. 

―Dalam menyusun laporan posisi keuangan, kami selalu 

memastikan setiap aset dan saldo dana tercatat dengan lengkap dan 

sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 109. Kami juga 

tidak mencatat liabilitas karena memang BAZNAS adalah 

organisasi nirlaba, Semua ini kami laporkan dengan transparan agar 

mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.‖59 

 

Saldo dana yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Barru dalam laporan posisi keuangan mencakup 

dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana yang bersumber dari 

APBD, serta dana jasa bank (dana non-syariah atau nonhalal). Dari 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan 

yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru telah sesuai dengan 

ketentuan dalam PSAK 109. Hal ini terlihat dari rincian yang disajikan 

atas setiap bagian  yang wajib ada dalam neraca, serta penambahan 

beberapa akun untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan 

transparan. 

2) Laporan perubahan dana 

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, 

dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dana zakat, dana infak/sedekah, 
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dana amil dan dana non halal.60
 BAZNAS Kabupaten Barru menyusun 

laporan perubahan dana yang memuat rincian penerimaan dan 

penyaluran, surplus, serta informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir 

periode pelaporan. Laporan perubahan dana BAZNAS Barru terdiri atas 

lima bagian yairu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD 

dan dana nonhalal. Sementara itu, dana amil bersumber dari bagian amil 

yang diperoleh dari dana zakat sesuai ketentuan syariah, serta dana yang 

berasal dari infak/sedekah. Dana ini digunakan untuk membiayai aktivitas 

operasional kelembagaan BAZNAS Kabupaten Barru, seperti biaya 

administrasi, program sosialisasi, serta pelatihan peningkatan kapasitas 

amil. BAZNAS Kabupaten Barru juga menyajikan rincian dana yang 

berasal dari APBD. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan 

informasi yang lebih transparan dan terperinci kepada para pengguna 

laporan keuangan, termasuk para muzakki. 

Dana nonhalal atau dana non-syariah dicatat secara terpisah dalam 

laporan, sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Dana ini berasal dari 

pendapatan jasa giro yang diperoleh dari rekening bank konvensional. 

Pengelolaan dana nonhalal dilakukan secara hati-hati dan dialokasikan 

untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah menyusun dan 

menyajikan laporan perubahan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam PSAK 109. 

―Kami berusaha menyusun laporan perubahan dana dengan detail 

yang lengkap, mencakup semua sumber penerimaan dan penyaluran 

dana, agar para muzakki dan stakeholder dapat dengan mudah 

memahami alur penggunaan dana. Kami juga memisahkan dana 
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nonhalal untuk memastikan pengelolaan yang sesuai prinsip 

syariah.‖61 

3) Laporan perubahan aset kelolaan 

PSAK 109 mengatur bahwa entitas amil wajib menyajikan laporan 

aset kelolaan yang mencakup, namun tidak terbatas pada, aset lancar, aset 

tidak lancar beserta akumulasi penyusutannya, serta informasi mengenai 

saldo awal dan saldo akhir dari aset kelolaan tersebut.62 Namun, Pada Saat 

ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten barru belum 

memiliki aset kelolaan yang tercatat. Meskipun demikian, BAZNAS 

Kabupaten barru tetap menyusun format laporan aset kelolaan yang telah 

disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini 

menunjukkan kesiapan lembaga dalam memenuhi standar pelaporan 

keuangan syariah, serta komitmen untuk mengelola aset dengan 

transparan dan akuntabel apabila nantinya terdapat aset yang harus 

dilaporkan. 

―Saat ini memang belum ada aset kelolaan yang perlu dicatat secara 

khusus. Tapi kami tetap buat laporan aset kelolaan sesuai format 

PSAK 109 sebagai bentuk kesiapan, supaya kalau suatu saat kami 

punya aset, tinggal dicatat dan disajikan sesuai ketentuan.‖63 

4) Laporan arus kas 

PSAK 109 menetapkan bahwa entitas amil wajib menyusun laporan 

arus kas sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109 mengenai Laporan 

Arus Kas serta standar akuntansi lain yang relevan. Laporan tersebut 

harus mengungkapkan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan 

dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori aktivitas.  
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Laporan arus kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Barru 

telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, sebagaimana terlihat pada 

lampiran dari penyajian arus kas yang terperinci dan terklasifikasi secara 

sistematis berdasarkan ketiga aktivitas tersebut selama periode 

pelaporan.  

―laporan ini menjadi bagian dari laporan keuangan tahunan kami. 

Semua pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan 

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kami catat secara rinci dalam 

laporan tersebut. Auditor eksternal dan pihak BAZNAS Provinsi 

atau Pusat biasanya memeriksanya. Dalam beberapa kesempatan, 

kami juga membagikan ringkasannya kepada masyarakat melalui 

laporan tahunan atau saat kegiatan keagamaan.‖64  

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten 

Barru memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan. Laporan arus kas disusun sebagai bagian 

dari laporan keuangan tahunan, dengan mencatat secara rinci seluruh 

pemasukan dan pengeluaran terkait zakat, infak, dan sedekah. Proses ini 

tidak hanya memenuhi ketentuan PSAK 109, tetapi juga memastikan 

bahwa setiap transaksi terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, 

keterlibatan auditor eksternal serta pemeriksaan dari BAZNAS tingkat 

provinsi atau pusat menjadi bentuk pengawasan yang memperkuat 

kredibilitas laporan keuangan. Upaya ini dilengkapi dengan penyampaian 

ringkasan laporan kepada masyarakat, baik melalui laporan tahunan 

maupun kegiatan keagamaan, sebagai wujud keterbukaan informasi 

publik. 

 

5) Catatan atas laporan keuangan 

PSAK 109 menetapkan bahwa amil wajib menyajikan catatan atas 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101 
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tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta mengacu pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  yang relevan.65
 

Tujuan dari penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan 

keuangan, yang mencakup: 

a) Gambaran umum  amil zakat, 

b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan 

laporan keuangan, serta 

c) Penjabaran atas pos-pos signifikan yang terdapat dalam masing-

masing komponen laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru telah 

memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar akuntansi yang 

berlaku, yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

serta PSAK lain yang relevan. Hal ini tercermin dari keberadaan 

informasi mengenai gambaran umum amil zakat, dalam hal ini profil 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Selain itu, 

catatan tersebut juga memuat ikhtisar kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk asas 

pengelolaan zakat dan infak/sedekah serta dasar hukum yang dijadikan 

acuan. Lebih lanjut, catatan atas laporan keuangan juga mencantumkan 

penjelasan atas pos-pos penting dalam setiap komponen laporan 

keuangan. 

c. Pengungkapan   

BAZNAS Kabupaten Barru, dalam penyusunan laporan keuangannya, 

telah mengungkapkan secara menyeluruh seluruh transaksi yang terjadi, baik 
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terkait penerimaan maupun penyaluran dana zakat serta infak/sedekah. 

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang memerlukan informasi 

tersebut, data yang disajikan telah tercantum secara jelas dan sesuai dengan 

nilai yang tertera dalam laporan keuangan. 

―Kami berupaya semaksimal mungkin agar semua transaksi baik 

penerimaan maupun penyaluran dana tercatat dan dilaporkan secara 

terbuka. Jadi kalau ada pihak auditor atau masyarakat yang ingin 

melihat laporan, mereka bisa langsung melihat data yang kami 

sajikan, karena semuanya sudah kami laporkan sesuai dengan 

standar akuntansi.‖66 

 

2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS 

Kabupaten barru 

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok (organisasi) yang telah menerima 

kepercayaan atau amanah dari pihak-pihak tersebut. Sebagaimana dijelaskan juga 

oleh adisasmita bahwa Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan 

oleh individu, badan hukum, maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan atau 

pertanggungjawaban tersebut.67 Lembaga Amil Zakat (LAZ) memerlukan 

akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana 

zakat yang telah dilaksanakan. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merujuk pada tanggung jawab para 

pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan dapat 
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dipertanggungjawabkan, khususnya dalam aspek pengumpulan, penyaluran, serta 

pelaporan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berhak 

menerimanya dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain aspek akuntabilitas finansial, BAZNAS Kabupaten Barru juga 

menerapkan bentuk akuntabilitas lainnya sebagai lembaga publik yang bergerak 

dalam bidang sosial.  

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran  

akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan Akuntabilitas hukum 

dan kejujuran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan dana zakat oleh 

BAZNAS. Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS wajib mematuhi 

peraturan perundang-undangan serta menjunjung integritas dalam setiap 

prosesnya. Akuntabilitas hukum menjamin legalitas dan pertanggungjawaban 

yuridis, sementara kejujuran mencegah penyelewengan dan mendorong 

transparansi. Penerapan kedua prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan 

publik dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat dan amanah. 

Pada penerapan prinsip akuntabilitas ini, BAZNAS Kabupaten barru 

dalam memastikan kepatuhan hukum yang berlaku selalu berpedoman kepada 

semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas tugasnya. 

―Jadi kami di BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat 

menekankan prinsip pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti 

semua peraturan yang berlaku dari BAZNAS pusat.‖68 

Prinsip akuntabilitas dalam aspek hukum dan kejujuran di BAZNAS 

Barru diwujudkan melalui kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana Zakat, Infak, 
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dan Sedekah (ZIS). Kepatuhan ini mencakup regulasi dari tingkat pusat, 

antara lain: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat; 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat; 

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 

tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat  fitrah serta 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; 

4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi 

Zakat Dan Infak/Sedekah. 

5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait. 

Aturan-aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai lembaga pengelola zakat. Di BAZNAS Kabupaten Barru, fungsi 

pengawasan ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal. Selain diawasi oleh 

Satuan Audit Internal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Barru juga mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan  pengawasan 

pengelolaan dana zakat yang dibuktikan melalui penyediaan akses informasi 

publik secara transparan, antara lain melalui situs web resmi, media sosial, 

serta papan informasi yang tersedia di kantor.  Upaya ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa masyarakat dapat memantau secara langsung aktivitas 

pengelolaan dan penyaluran dana zakat, sehingga tercipta akuntabilitas dan 

kepercayaan publik. 

Sebagai bentuk penguatan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan stakeholder eksternal, yakni 

muzakki dan mustahik. Pendapat mereka mencerminkan persepsi terhadap 
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transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten 

Barru. Seorang muzakki mengungkapkan: 

“Saya merasa informasi tentang pengelolaan dana zakat sudah cukup 

transparan, terutama karena BAZNAS barru ini menyediakan bukti 

setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat saya 

percaya bahwa dana dikelola dengan baik.‖69 

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap 

lembaga amil zakat dibentuk melalui keterbukaan informasi dan pelaporan 

yang dapat diakses oleh muzakki. Penyediaan bukti setor serta keterbukaan 

terhadap laporan keuangan menjadi indikator bahwa BAZNAS Kabupaten 

Barru telah menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan secara konsisten. 

Selain muzakki, mustahik sebagai penerima manfaat juga merasakan 

dampak dari pengelolaan dana zakat yang transparan. Salah seorang mustahik 

menyampaikan: 

―Setiap bantuan yang kami terima dijelaskan sumber dananya dari 

zakat, dan kami juga tahu kenapa kami dipilih. Jadi saya merasa 

prosesnya adil dan transparan.‖70 

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana 

sesuai kebutuhan mustahik, tetapi juga menjelaskan sumber dan tujuan dana 

secara terbuka. Transparansi semacam ini menciptakan kepercayaan dari 

penerima zakat dan mencerminkan akuntabilitas sosial yang dijalankan 

dengan baik. Perspektif stakeholder eksternal menunjukkan bahwa bentuk 

akuntabilitas BAZNAS juga tampak melalui ketersediaan informasi publik. 

Seorang miizakki menyatakan: 

―Saya lihat BAZNAS barru ini sering mengunggah laporan dan 

kegiatan di facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat 

digunakan untuk apa saja.‖71 
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses informasi yang terbuka 

menjadi bagian dari strategi BAZNAS dalam membangun kepercayaan 

publik. Keterlibatan masyarakat umum sebagai pengawas sosial juga menjadi 

bukti bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya bersifat internal, tetapi juga 

dibuka untuk dikawal bersama. 

b. Akuntabilitas manajerial 

Prinsip akuntabilitas manajerial menekankan pentingnya 

pertanggungjawaban setiap tingkatan manajemen atas pelaksanaan tugas, 

penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil sesuai dengan tujuan 

organisasi. Prinsip ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap 

keputusan dan tindakan manajerial dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan dan profesional kepada pemangku kepentingan.  

Akuntabilitas manajerial pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Barru yakni menggunakan laporan kinerja yang disusun setiap 

semester, yaitu setiap enam bulan sekali. Laporan ini berfungsi sebagai alat 

evaluasi untuk menilai sejauh mana capaian BAZNAS dalam mengelola 

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), baik dari sisi penghimpunan maupun 

penyalurannya kepada mustahik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengacu 

pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang telah ditetapkan 

sebagai standar perencanaan dan pengukuran kinerja lembaga dalam jangka 

waktu satu tahun. Dengan demikian, RKAT menjadi acuan utama dalam 

menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta tanggung jawab 

manajemen terhadap pencapaian target yang telah dirumuskan. 

―Untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan 

dana zakat itu  ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan. 

Disitulah kita ukur sejauh mana keberhasulan BAZNAS dalam hal 

pengelolaan zis, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya, 

dievaluasi dengan standar RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). 

Disitulah patokan satu tahun. Untuk mengukur itu kita buat laporan 
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kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan dalam enam bulan 

yang lalu.‖72 

Selain laporan kinerja yang disusun setiap semester, BAZNAS 

Kabupaten Barru juga menyusun laporan bulanan sebagai bagian dari upaya 

pengawasan dan evaluasi berkala. Laporan bulanan tersebut dievaluasi secara 

rutin pada setiap komponen atau unit kerja yang terkait, guna menilai progres 

pelaksanaan program dan aktivitas pengelolaan zakat.  

―Selain daripada  yang dilaporkan tadi itu persemester, ada namanya 

laporan bulanan.  Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing 

komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya 

agar supaya untuk melihat sejauh mana hal  yang kita laksanakan.‖73 

Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan semester ditemukan adanya 

permasalahan atau target yang tidak tercapai, maka langkah selanjutnya yang 

diambil adalah pelaksanaan rapat pleno. 

―Kan setelah ada laporan enam bulan yang lalu, ada masalah tidak 

dicapai  maka disitulah dilakukan rapat pleno, yang dimaksud rapat 

pleno adalah rapat yang dilakukan  oleh pimpinan untuk menentukan 

kebijakan.‖74 

Lebih lanjut, apabila terdapat kinerja manajerial yang tidak memenuhi 

target atau menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan maupun prosedur 

yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan dievaluasi secara mendalam 

berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan 

tugas di BAZNAS Kabupaten Barru.  
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―Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip yang kita lakukan 

disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI, itu tidak 

boleh keluar dari tiga itu.‖75 

Akuntabilitas manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam 

mewujudkan kinerja organisasi yang optimal. Keberadaan manajer yang 

memiliki tanggung jawab serta mampu mempertanggungjawabkan setiap 

keputusan dan tindakannya akan mendorong peningkatan efisiensi 

operasional, meminimalisir potensi terjadinya kesalahan, serta mendukung 

pencapaian tujuan strategis organisasi secara lebih efektif dan terarah. 

c. Akuntabilitas program  

Akuntabilitas program merujuk pada tanggung jawab untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta hasil dari suatu program atau 

kegiatan tertentu. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, dengan tujuan untuk 

mencapai hasil yang telah ditetapkan serta menjamin bahwa sumber daya 

yang digunakan dimanfaatkan secara efisien dan efektif.  

Adapun lima pilar  program yang ada paada BAZNAS barru antara 

lain: 

1) Barru Sejahtera 

Merupakan program peningkatan ekonomi berupa pemberian 

bantuan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga guna 

menopang ketahanan pangan keluarga melalui keterampilan usaha, sarana 

usaha dan tambahan permodalan. Adapun contoh programnya yaitu, 

Peluncuran program Z-Auto (bantuan modal usaha di bidang 

perbengkelan motor) di Kecamatan Pujananting, tepatnya di Desa 
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Pattappa. Program ini juga diluncurkan di Kelurahan Mattirowalie untuk 

program Z-Mart (pemberdayaan ekonomi masyarakat). 

2) Barru Cerdas  

Merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk 

akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hak 

belajar dan pencapaian cita-cita melalui program beasiswa dan 

ketersediaan sarana penunjang pendidikan. Adapun contoh dari program 

ini yaitu: Penyaluran bantuan 75 buah kasur untuk siswa-siswi di UPTD 

SMPN 17 Barru di Dusun Tompo Lemo-lemo, Desa Harapan, Kecamatan 

Tanete Riaja. Siswa-siswi di sekolah ini juga fokus pada hafalan Al-

Qur'an, Penyaluran 156 insentif Guru MDTA (Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awaliyah) Se-Kabupaten Barru Triwulan III di Islamic 

Center. Bantuan penyelesaian study dan masih banyak lagi. 

3) Barru Sehat 

Merupakan program kesehatan berupa pemberian akses dan 

kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dasar guna menciptakan keluarga sehat dan produktif. Adapun 

contoh program ini yaitu, Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis di 

Dusun Baera, Desa Kamiri dan juga di Posyandu Kembang Sepatu, Desa 

Lampoko, serta di aula kantor Desa Pao-Pao dan Penyediaan Layanan 

Kesehatan Gratis di Pos Mudik BAZNAS Barru yang berlokasi di 

halaman kantor BAZNAS Barru, sebagai kolaborasi dengan BAZNAS 

RI. 

4) Barru Taqwa  

Merupakan program dakwah pembinaan mental spiritual berupa 

syiar islam untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman bagi 

keluarga miskin baik berupa pengetahuan keagamaan maupun 

pembangunan sarana keagamaan. Adapun contoh program ini yaitu, 

Memberi dukungan pada Pelepasan 176 Jemaah Calon Haji Kabupaten 
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Barru yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru. 

Penyelenggaraan program Infak Siswa yang bertujuan menanamkan nilai 

kepedulian dan berbagi sejak dini, seperti yang didukung oleh UPTD 

SDN 174 Barru. 

5) Barru peduli 

Merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada 

perbaikan kualitas hidup individu maupun lingkungan guna mencapai 

peningkatan derajat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Adapun contoh 

dari program ini yaitu, Penyaluran Paket Sembako Idul Adha (Juni 2025): 

Sebanyak 5.485 kepala keluarga di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru 

menerima paket sembako Idul Adha. 

Akuntabilitas program diwujudkan melalui penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan yang jelas, transparan, dan disampaikan secara berkala 

kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. 

Akuntabilitas program tidak hanya dapat diukur melalui laporan dan indikator 

keberhasilan formal, tetapi juga dari pengalaman langsung mustahik sebagai 

penerima manfaat program.  

Seorang mustahik penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru 

mengungkapkan bahwa ia mengetahui informasi program dari tetangga, 

pengumuman masjid, serta kelurahan. Ia menerima bantuan sembako dan 

dana pendidikan, yang menurutnya sangat membantu kondisi ekonomi 

keluarganya, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.  

―Dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu 

sangat meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga 

kebutuhan pokok sedang naik.‖76 
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Program pendidikan (Barru Cerdas), khususnya beasiswa penyelesaian 

studi, menjadi wujud lain dari akuntabilitas BAZNAS Barru selain bantuan 

sembako. Salah satu penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan 

tersebut sangat berarti dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan. 

Mustahik tersebut menyampaikan bahwa bantuan yang diterima tidak hanya 

meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan motivasi dan 

kepercayaan diri untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Ia juga menilai 

bahwa proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran, mengingat banyak 

mahasiswa lain dari keluarga kurang mampu yang turut memperoleh manfaat 

serupa.  

―Yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-

mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial 

untuk penyelesaian studi, benar-benar sudah dipilih dan diseleksi 

secara tepat eee bahwa ini orang-orang yang berhak menerima 

bantuan zakat.‖
77

 

Meskipun tidak mendapatkan laporan keuangan secara rinci, ia pernah 

mengakses informasi kegiatan dan distribusi program BAZNAS melalui 

media sosial serta pengumuman di masjid.  

―Saya belum pernah menerima laporan secara langsung tapi saya 

melihat baznas barru itu cukup aktif membagikan informasi dan 

dokumentasi kegiatan melalui media sosial dan website resmi 

mereka. ‖78 

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki berbagai platform media sosial yang 

terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, seperti Website, Facebook, 

Instagram, dan YouTube. Melalui platform-platform tersebut, BAZNAS 

Kabupaten Barru secara aktif membagikan informasi terkini yang dapat dilihat 

oleh para muzakki, mustahik, maupun masyarakat luas. Selain berfungsi 
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sebagai media informasi, platform ini juga dimanfaatkan untuk mengajak 

masyarakat berpartisipasi dalam membayar zakat serta memberikan edukasi 

seputar zakat, infaq, dan sedekah. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kabupaten Barru juga diunggah secara rutin sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk 

mewujudkan transparansi lembaga. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti 

turut melampirkan dokumentasi dari platform resmi yang dimiliki oleh 

BAZNAS Kabupaten Barru. 

Upaya menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dilakukan BAZNAS Barru 

melalui audit rutin oleh berbagai pihak. Audit pertama dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen. Audit ini bertujuan untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan serta kesesuaian dengan Standar 

Akuntansi Keuangan, termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah. Hasil audit independen ini menjadi salah satu bentuk 

pertanggungjawaban lembaga kepada publik.  Selain itu, BAZNAS Barru juga 

diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, baik melalui 

pemeriksaan fungsional oleh unit internal kementerian, maupun oleh 

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Audit dari Kementerian 

Agama mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta 

regulasi yang mengatur pengelolaan dana zakat. Hal ini menjadi bagian 

penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola 

zakat. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala setiap tahun oleh 

auditor independen dan lembaga pemerintah, BAZNAS Barru menunjukkan 

komitmennya dalam membangun tata kelola yang akuntabel, profesional, dan 

sesuai syariah. 

―Kita di baznas barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban 

atau akuntabilitas, yang kedua  kita di audit oleh konsultan audit 

eee KAP ya konsultan audit independen  kita diaudit, kedua kita 

diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen 

(inspektur jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita 
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diaudit setiap tahun baik  konsultan independen maupun oleh 

pemeriksaan fungsional dan juga kemenag versi mengenai 

syariah.‖79 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru juga mendorong 

terwujudnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Upaya ini diwujudkan 

melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan 

pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian zakat diunggah secara 

rutin agar dapat diakses oleh publik. Selain itu, BAZNAS Barru juga 

memanfaatkan media cetak sebagai sarana sosialisasi dan transparansi 

informasi. 

Penyampaian informasi oleh BAZNAS Barru tidak terbatas pada media 

daring dan cetak, tetapi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat, 

misalnya melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid Akbar yang 

diselenggarakan di setiap kecamatan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai 

ajang sosialisasi program, edukasi zakat, serta memperkuat komunikasi dan 

keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari 

strategi akuntabilitas publik dan upaya memperkuat kepercayaan terhadap 

lembaga. 

―Jadi seperti sudah dijelaskan  tadi, tiap tahun itu kalau maulid 

akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga.‖80 

d. Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab 

para pihak yang terlibat dalam tahapan perumusan, pelaksanaan, serta 

evaluasi suatu kebijakan.  

                                                           
79

 H. Kaharuddin, Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Barru Wawancara dilakukan di Kantor 

BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025 . 
80

 H. Abdullah Rahim, ketua BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara dilakukan di Kantor 

BAZNAS Kabupaten barru, Tanggal 16 Mei 2025. 



70 

 

 

 

―Jadi untuk membahas tentang perencanaan, pengannggaran  dan 

pengawasan pelaksanaan program-program zakat itu ada 

namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut membahas disitu 

hanya 5 orang ditambah staf satu  membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan proses perencanaan itu.‖
81

 

Untuk membahas aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program-program zakat, Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Barru menyelenggarakan rapat pleno pimpinan 

sebagai forum resmi untuk pengambilan keputusan strategis. Rapat pleno 

ini dihadiri oleh lima orang pimpinan inti BAZNAS yang mewakili 

berbagai unsur struktural organisasi, serta didampingi oleh satu orang staf 

yang berperan sebagai pendukung administratif. Dalam forum ini, dibahas 

secara mendalam proses perencanaan program, alokasi anggaran, dan 

mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat berjalan dengan mengedepankan 

prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang telah ditetapkan. 

Selama rapat pleno, setiap pihak yang hadir memberikan masukan dan 

saran terkait evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Selain itu, mereka juga membahas kebijakan yang akan diterapkan di masa 

mendatang, guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

organisasi. Diskusi yang berlangsung dalam rapat pleno ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada evaluasi 

yang objektif dan konstruktif, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat 

lebih tepat sasaran dan efektif. 

Praktik yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Barru sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh 
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Syahruddin dalam bukunya, yang menyatakan bahwa sebelum menentukan 

suatu kebijakan, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan secara 

matang apa yang akan dilakukan dan alasan mengapa kebijakan tersebut 

perlu diimplementasikan.82 

e. Akuntabilitas finansial 

Akuntabilitas finansial merupakan kemampuan suatu lembaga untuk 

menyajikan laporan keuangan secara transparan, tepat waktu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dalam 

konteks lembaga zakat, akuntabilitas finansial penting untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah (ZIS).  

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem yang cukup tertata dalam 

mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Proses pengumpulan dana 

dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara langsung di kantor layanan 

maupun secara daring melalui transfer bank. Setiap penerimaan dicatat 

secara terstruktur dalam sistem keuangan lembaga dengan berpedoman 

pada PSAK 109, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan dana ZIS. Hal ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat 

secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan 

regulator. 

―Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama 

itukan ada data  sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada 

fakir ada ini ada ini melalui RKAT ( Rencana kerja anggaran 

tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau 

distribusi.‖
83
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Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan 

berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap alokasi dana disesuaikan dengan 

mustahik dan jenis program yang telah direncanakan, seperti bantuan 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Proses alokasi ini 

mengikuti kebijakan dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan dari BAZNAS Pusat yang juga mendukung 

penerapan PSAK 109 dari sisi pengelolaan dana. Penerapan PSAK 109 

memungkinkan pengelompokan dana sesuai klasifikasi seperti dana zakat, 

infak/sedekah, dan dana amil—sehingga laporan keuangan dapat 

mencerminkan realisasi penggunaan dana sesuai tujuan syariah dan 

prinsip akuntabilitas.. BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara nasional, serta 

menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, seluruh 

pengelolaan dana dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

―Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya 

semua itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan, 

berapaa distribusi, nah kalau mau distribusi adalagi ada SOP nya 

yang diikuti, dipatok dari pusat, apa yang harus dikerja itu ada 

semua SOPnya.‖
84

 

BAZNAS Kabupaten Barru juga menunjukkan komitmennya dalam 

menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku 

dalam pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan disusun mengacu pada 

PSAK 109, serta mengikuti pedoman pelaporan dari BAZNAS Pusat dan 

Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Barru berpegang 

pada tiga prinsip utama, yaitu Aman Regulasi, Aman Syariah, dan Aman 
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NKRI. Laporan keuangan disusun secara periodik dan diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen, serta diawasi oleh 

Kementerian Agama dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil audit dan evaluasi menjadi 

bahan perbaikan sistem, sehingga pelaksanaan PSAK 109 tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam peningkatan 

kualitas pengelolaan dana ZIS.. 

―Kita ini kan commite bahwa kita itu melaksanakan tugas dengan 

tiga prinsip, agaro aman aman regulasi, aman syari, aman 

NKRI.‖85 

Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara internal melalui unit 

pengawasan lembaga, serta secara eksternal melalui audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP), Kementerian Agama, dan Inspektorat Jenderal. 

Selain itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, 

BAZNAS Barru menerapkan sistem pelaporan berkala dari pelaksana 

program dan menyusun laporan keuangan secara rutin. Laporan ini juga 

dipublikasikan melalui media sosial, media cetak, dan kegiatan langsung 

di tengah masyarakat seperti Maulid Akbar, sebagai bentuk transparansi 

publik. 

―Karna kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal 

kementerian agama  tentang apakah syari atau tidak.‖86 

3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas 

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun 

kepercayaan masyarakat, karena melalui akuntabilitas, masyarakat dapat 
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menilai sejauh mana kinerja suatu lembaga zakat. Sebuah lembaga dapat 

dianggap akuntabel apabila mampu memenuhi kriteria yang mencerminkan 

prinsip-prinsip akuntabilitas. Adapun kriteria pemerintahan yang akutabel 

telah  dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu ada lima kriteria yakni 1) 

Menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara 

cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. 2) Menyelenggarakan 

pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan 

masyarakat. 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan 

pemerintahan. 4) Memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 

serta menjelaskan setiap kebijakan secara adil dan proporsional kepada 

publik. 5) Menyediakan mekanisme atau sarana yang memungkinkan 

masyarakat menilai kinerja pemerintah serta keberhasilan pelaksanaan 

program-program yang dijalankan. 

BAZNAS Kabupaten barru telah memenuhi kriteria tersebut dilihat 

dari Pertama, BAZNAS Kabupaten Barru telah menyajikan informasi 

keuangan secara cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat melalui 

penyusunan laporan keuangan yang memuat rincian penerimaan, penyaluran, 

pendistribusian, serta penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 

Laporan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh publik, sebagaimana 

dilampirkan sebagai bagian dari dokumen penelitian ini. Selain itu, 

penyampaian informasi mengenai penggunaan dana juga dilakukan secara 

langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan keagamaan 

seperti Maulid Akbar yang rutin diselenggarakan di setiap kecamatan. Dalam 

forum tersebut, BAZNAS Kabupaten Barru memanfaatkan momentum 

berkumpulnya warga untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, 

sekaligus mensosialisasikan program-program yang telah dan akan dijalankan. 
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―Tiap tahun itu kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan 

ke masyarakat juga.‖
87

 

Kedua, BAZNAS memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan 

kepada masyarakat dengan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu 

sesuai dengan periode akuntansi, yakni setiap tanggal 31 Desember. Selain 

itu, laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun 

dan consistently mendapatkan opini wajar, yang menunjukkan kualitas dan 

keandalan informasi yang disampaikan. 

Ketiga, dalam hal pelibatan publik, BAZNAS Barru aktif melakukan 

sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik secara langsung kepada masyarakat 

maupun melalui platform media sosial. Langkah ini memperluas akses 

masyarakat terhadap informasi sekaligus mengajak mereka untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan dana umat. 

Keempat, lembaga ini juga mampu mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan keuangan secara proporsional melalui penerapan PSAK 109 sebagai 

standar akuntansi yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran dana dilakukan 

secara sistematis, sehingga setiap kebijakan dan transaksi yang dijalankan 

dapat dijelaskan secara akuntabel kepada masyarakat. 

Kelima, keberadaan laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan 

diaudit secara profesional berfungsi sebagai sarana publik untuk menilai 

kinerja serta pencapaian program BAZNAS Barru. Hal ini turut meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan harta mereka melalui lembaga 

ini. Lebih dari itu, BAZNAS Kabupaten Barru juga menyediakan berbagai 

kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran zakat, termasuk melalui fitur 

digital yang memungkinkan pembayaran dilakukan di mana saja dan kapan 
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saja. Inisiatif ini memperkuat citra BAZNAS sebagai lembaga yang modern, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS 

Kabupaten Barru. 

PSAK 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 

yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur secara khusus 

akuntansi atas dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini memberikan 

pedoman bagi lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, dalam mengakui, 

mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan dana zakat agar pengelolaan 

keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan 

prinsip syariah. Demikian pula dengan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Barru, yang merupakan salah satu lembaga pengelola 

zakat di wilayah Kabupaten Barru. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru secara nyata telah 

menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangannya. Hal ini tercermin dari cara BAZNAS Kabupaten Barru 

dalam melakukan pengakuan, pengungkapan, serta penyajian informasi dalam 

laporan keuangan mereka. 

a. Pengakuan dan pengukuran 

PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat 

diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran 

adalah proses penentuan uuntuk mengakui dan memasukkan setiap 

elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui 

jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti 
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transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo dalam 

roziq dan widya menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu 

jumlah rupiah (kos) kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut 

akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan.88 

Pengelolaan dan pengeluaran dana oleh BAZNAS Barru dilakukan 

berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT). Sesuai dengan prinsip yang diatur dalam 

PSAK 109, pengakuan dana ZIS dilakukan pada saat dana tersebut 

diterima, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas.89
 Hal ini sejalan 

dengan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru, di mana 

dana ZIS baru dapat diakui sebagai penerimaan apabila telah diterima 

secara langsung oleh BAZNAS atau melalui tenaga pengumpul zakat, 

serta dapat pula diterima melalui transfer bank. 

Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sangat 

berhati-hati dalam pengakuan transaksi dana ZIS. Bahkan jika muzakki 

telah melakukan konfirmasi pembayaran, namun dana tersebut belum 

diterima atau tercatat dalam rekening BAZNAS Kabupaten Barru, maka 

transaksi tersebut belum diakui sebagai penerimaan. Pendekatan ini 

mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru menerapkan prinsip 

kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat, sesuai dengan 

ketentuan PSAK 109, yang bertujuan untuk menjaga akurasi dan 

integritas laporan keuangan. 

Pengukuran dana di BAZNAS Kabupaten Barru mengacu pada 

ketentuan PSAK 109, yang mewajibkan pencatatan dana kas berdasarkan 

nilai nominal yang diterima. Misalnya, jika dana diterima dalam bentuk 

uang tunai, pencatatannya dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang 
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tercatat pada bukti pembayaran. Sementara itu, apabila dana diterima 

dalam bentuk non-kas, seperti emas, pencatatan dilakukan berdasarkan 

nilai wajar pada saat penerimaan, sesuai dengan harga pasar yang berlaku. 

Praktik ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru sudah 

menjalankan proses pengukuran secara objektif dan relevan dengan 

standar akuntansi syariah yang berlaku. 

b. Penyajian 

Amil wajib menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana 

infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan untuk 

mencerminkan sumber dan penggunaan masing-masing dana secara 

transparan.90 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam pelaporan 

keuangannya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penyajian laporan 

keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Barru mengungkapkan seluruh 

transaksi ini memungkinkan para pihak yang berkepentingan, seperti 

muzakki, mustahik, dan masyarakat umum, untuk mengakses informasi 

yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana zakat dan infak yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Semua informasi tersebut 

disajikan sesuai dengan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan, 

sehingga memudahkan verifikasi dan pemantauan oleh pihak yang 

membutuhkan. Selain itu pula, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Barru juga menyajikan laporan penerimaan dan 

penyalurannya yaitu dengan cara memasang baliho-baliho maupun 

spanduk sebagai  bentuk transparansinya.  
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Dengan adanya pengungkapan transaksi yang menyeluruh ini, 

BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya menunjukkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana, tetapi juga mendemonstrasikan komitmennya 

terhadap prinsip transparansi yang sangat penting dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Keberhasilan 

dalam menyajikan laporan yang lengkap ini menjadi bukti bahwa 

BAZNAS Kabupaten Barru telah memenuhi kewajiban akuntansi dan 

laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk 

PSAK 109 dan peraturan terkait. 

c. Pengungkapan 

Amil memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait 

dengan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah.91 Penyusunan laporan 

keuangan atas dana zakat, infak/sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Barru 

telah mencakup kelima jenis laporan utama yang diwajibkan oleh PSAK 

109, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan 

Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Laporan-laporan tersebut telah melalui proses audit oleh 

Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk penguatan terhadap aspek 

akuntabilitas dan transparansi.  

Pertama, dalam Laporan Posisi Keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru 

telah menyajikan pos-pos neraca sesuai ketentuan standar, yang meliputi 

pengakuan atas aset, kewajiban, dan saldo dana. Aset yang dicatat terdiri 

dari aset lancar seperti kas dan setara kas serta piutang pelaksana, serta 

aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan kantor, 

berikut akumulasi penyusutannya. Meski dalam praktiknya BAZNAS 

tidak memiliki kewajiban atau utang karena sifatnya sebagai organisasi 

nirlaba, laporan tetap menyajikan pos kewajiban seperti utang penyaluran, 
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beban yang masih harus dibayar, dan utang lainnya. Saldo dana yang 

dicantumkan meliputi dana zakat, infak/sedekah, amil, dana dari APBD, 

hibah, serta dana jasa giro (non-syariah).  

Kedua, dalam Laporan Perubahan Dana, BAZNAS Kabupaten Barru 

merinci penerimaan dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, dana 

amil, dan dana nonhalal secara terstruktur. Untuk dana zakat, penerimaan 

dilaporkan berasal dari amil dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap 

kecamatan, sementara penyalurannya dibedakan sesuai dengan delapan 

asnaf, termasuk penyaluran zakat fitrah di bulan Ramadan. Dana 

infak/sedekah diklasifikasikan menjadi terikat (muqayyadah) dan tidak 

terikat (mutlaqah), dengan penyaluran disesuaikan dengan jenis 

penerimaannya. Dana amil digunakan untuk operasional BAZNAS, 

seperti administrasi, sosialisasi, dan pelatihan. Dana nonhalal berasal dari 

jasa giro dan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Laporan ini juga menyajikan informasi saldo awal 

dan akhir, mencerminkan posisi keuangan lembaga secara akurat.  

Ketiga, Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Meskipun saat ini 

BAZNAS Kabupaten Barru belum memiliki aset kelolaan yang tercatat 

secara aktif, lembaga ini tetap menyusun format laporan aset kelolaan 

sesuai PSAK 109. Format ini mencakup informasi tentang aset lancar dan 

tidak lancar serta saldo awal dan akhir. Tindakan ini mencerminkan 

komitmen BAZNAS dalam memenuhi prinsip transparansi dan kesiapan 

terhadap perkembangan aset di masa mendatang.  

Keempat, Laporan Arus Kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten 

Barru telah memenuhi ketentuan dalam PSAK 2 dan PSAK 109. Laporan 

ini menyajikan arus kas yang terjadi selama periode pelaporan, 

diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Aktivitas operasi mencakup penerimaan dari dana zakat dan dana 

nonhalal serta penyaluran dan pembayaran pajak. Aktivitas investasi 
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mencakup penerimaan dan pengeluaran terkait investasi lembaga, 

sedangkan aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dari kegiatan 

penggalangan dana. Penyajian yang sistematis ini mendukung 

pengambilan keputusan keuangan yang tepat.  

Kelima, Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh BAZNAS 

Kabupaten Barru juga telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK lainnya 

yang relevan. Catatan ini memuat informasi umum mengenai BAZNAS 

Kabupaten Barru, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta 

penjabaran atas pos-pos signifikan dalam laporan keuangan. Penyusunan 

catatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para 

pengguna laporan terhadap isi dan kebijakan yang digunakan dalam 

laporan keuangan tersebut. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS 

Kabupaten Barru telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam PSAK 

109. Kepatuhan terhadap penyusunan kelima jenis laporan keuangan 

tersebut mencerminkan keseriusan BAZNAS dalam mengelola dana umat 

secara profesional dan dapat dipercaya. 

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Barru 

telah mengungkapkan seluruh transaksi yang terjadi secara transparan, 

baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana zakat, 

infak, dan sedekah. Hal ini mencerminkan upaya lembaga untuk 

memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana umat. Setiap 

transaksi dicatat dengan rinci, mulai dari penerimaan dana dari muzakki 

hingga penyalurannya kepada mustahik, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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2. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada BAZNAS 

Kabupaten barru 

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang secara tidak langsung 

tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Istilah 

ini merujuk pada tanggung jawab individu maupun entitas/lembaga untuk 

memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, serta 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas 

memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan 

keberlangsungan operasional secara berkesinambungan, serta memungkinkan 

evaluasi tindakan secara objektif.92
 Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dalam menerapkan PSAK 

109 dapat dianalisis melalui lima aspek utama, sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

Dimensi ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang berlakuu dalam suatu organisasi.93 

Akuntabilitas kejujuran mencerminkan integritas moral dalam menjalankan 

tugas, termasuk upaya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan 

praktik korupsi. 

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada 

BAZNAS Kabupaten Barru telah dilakukan dengan memperhatikan aspek 

hukum dan kejujuran, yang merupakan bagian dari standar pengelolaan 

zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Akuntabilitas hukum memastikan 

bahwa seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga 

pendistribusian, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk 

undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
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pengelolaan zakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang 

diambil oleh BAZNAS Kabupaten Barru dapat dipertanggungjawabkan 

secara yuridis. 

Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru mencakup 

kepatuhan terhadap sejumlah peraturan yang ada, seperti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta 

berbagai peraturan menteri yang terkait. Kepatuhan terhadap regulasi ini 

menjadi landasan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di 

mana seluruh kegiatan operasional BAZNAS harus berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Di antaranya adalah 

penggunaan dana yang transparan, akurat, serta disertai laporan keuangan 

yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penerapan 

prinsip kejujuran, BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan 

internal yang ketat terhadap pengelolaan dana zakat. Pengawasan ini 

dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal, yang memiliki tugas untuk 

memastikan bahwa semua dana yang diterima dan didistribusikan dikelola 

dengan transparansi dan integritas, tanpa adanya penyalahgunaan atau 

penyelewengan. Selain pengawasan internal, BAZNAS Kabupaten Barru 

juga mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat. Hal ini 

diwujudkan dengan penyediaan akses informasi publik secara terbuka, 

antara lain melalui situs web resmi, media sosial, dan papan informasi di 

kantor BAZNAS. 

Lebih jauh lagi, untuk memastikan prinsip akuntabilitas yang sesuai 

dengan PSAK No. 109, BAZNAS Kabupaten Barru tidak hanya mengikuti 

prosedur pengelolaan zakat yang sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi 

juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi dan keterbukaan 

ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari PSAK No. 109 yang 

mengharuskan lembaga zakat untuk menyampaikan laporan keuangan yang 
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jelas dan dapat dipahami oleh publik, serta menjalani audit secara berkala 

untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan zakat dengan standar yang 

berlak. 

Penerapan akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Barru menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek hukum 

dan tata kelola. Akuntabilitas dalam ranah hukum menyediakan landasan 

berupa kerangka kerja serta ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi. Di 

sisi lain, akuntabilitas yang berbasis pada kejujuran menekankan 

pentingnya sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh individu maupun 

lembaga untuk menjalankan aturan tersebut secara jujur dan terbuka. 

Kedua bentuk akuntabilitas ini saling mendukung untuk menjamin 

terciptanya keadilan, integritas, serta keteraturan dalam sistem hukum dan 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial mengacu pada pertanggungjawaban atas 

kinerja organisasi, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya.94 Prinsip akuntabilitas manajerial di BAZNAS 

Kabupaten Barru memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan 

bahwa pengelolaan dana zakat berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan 

efektivitas. Dalam implementasinya, akuntabilitas manajerial ini 

diwujudkan melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala, 

yaitu laporan kinerja semesteran dan bulanan. Laporan-laporan tersebut 

menjadi alat ukur untuk menilai apakah pelaksanaan program zakat, infak, 

dan sedekah (ZIS) sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

(RKAT) yang telah disusun. Proses ini mengacu pada prinsip PSAK No. 

109, yang menekankan pada akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana 

zakat dengan memberikan laporan yang jelas dan terstruktur untuk 
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menghindari adanya penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam 

penggunaan dana. 

Melalui laporan semester dan bulanan, BAZNAS Kabupaten Barru 

dapat memantau progres pelaksanaan program secara terus-menerus, serta 

memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selalu berada dalam kerangka 

yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan juga berfungsi untuk 

mendeteksi potensi masalah dan ketidaksesuaian yang mungkin muncul 

selama proses implementasi, guna memberikan solusi yang tepat dan cepat. 

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya mekanisme evaluasi 

berkelanjutan dalam menjaga akuntabilitas manajerial sepanjang tahun, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK No. 109. 

Ketika evaluasi semesteran menunjukkan adanya masalah atau 

ketidakmampuan mencapai target, BAZNAS Kabupaten Barru akan 

mengadakan rapat pleno dengan jajaran pimpinan untuk membahas kendala 

dan merumuskan kebijakan strategis yang diperlukan untuk memperbaiki 

kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial di 

BAZNAS tidak hanya terbatas pada laporan yang dihasilkan, tetapi juga 

pada tindakan nyata yang diambil untuk memastikan keberlanjutan dan 

perbaikan kinerja organisasi. Rapat pleno ini mengacu pada asas regulasi, 

asas syariah, dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, memastikan bahwa setiap 

keputusan tetap berada dalam koridor hukum, nilai-nilai agama, dan 

semangat kebangsaan. 

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas manajerial di BAZNAS 

Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjaga 

integritas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Evaluasi yang 

dilakukan secara berkala, serta adanya rapat pleno untuk membahas 

kebijakan strategis, menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang 

diambil selalu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tercantum 
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dalam PSAK No. 109. Dengan cara ini, BAZNAS Kabupaten Barru 

berupaya meminimalkan potensi kesalahan, meningkatkan efisiensi 

operasional, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat 

dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. 

c. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program menekankan pada tanggung jawab organisasi 

dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang berkualias serta 

relevan dengan visi, misi dan tujuan lembaga.95
 Akuntabilitas program di 

BAZNAS Kabupaten Barru mencakup tanggung jawab yang jelas dalam 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan serta hasil 

yang diperoleh dari program-program yang dikelola. Program-program ini 

dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dengan 

tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di Kabupaten Barru. 

Beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru 

antara lain Barru Sejahtera, Barru Cerdas, Barru Sehat, Barru Taqwa, dan 

Barru Peduli. Masing-masing program ini difokuskan pada pemberian 

bantuan modal usaha, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan 

mental-spiritual, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

BAZNAS Barru menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga 

akuntabilitas program melalui berbagai upaya transparansi. Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan mengunggah informasi mengenai program-

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT) pada website BAZNAS yang dapat diakses 

oleh publik. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip 

akuntabilitas yang diterapkan di BAZNAS Barru, dimana setiap kegiatan 

dan pencapaian program dapat dipantau oleh semua pihak terkait. 
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Selain itu, dalam upaya menjaga akuntabilitas, BAZNAS Barru juga 

menjalani audit rutin oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor 

independen dan juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Audit 

ini mencakup pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan serta 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, 

termasuk PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hasil 

audit ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan 

menunjukkan komitmen BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dana zakat dilakukan secara akuntabel, profesional, dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Di samping itu, BAZNAS Barru juga mendorong adanya pengawasan 

partisipatif dari masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah 

dengan memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk 

mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. 

Melalui media ini, informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan 

pendistribusian zakat dapat diakses oleh masyarakat secara luas, yang pada 

gilirannya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. 

Selain media daring, BAZNAS Barru juga aktif melakukan sosialisasi 

langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui kegiatan 

keagamaan seperti Maulid Akbar yang diadakan di setiap kecamatan. 

Kegiatan ini tidak hanya digunakan sebagai momentum untuk 

memperingati hari besar, tetapi juga sebagai ajang untuk menyampaikan 

informasi mengenai program-program BAZNAS, edukasi zakat, serta 

mempererat komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan upaya BAZNAS Barru untuk memastikan bahwa setiap 

program yang dilaksanakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh 

masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan 

zakat. 
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Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Barru telah secara efektif 

menerapkan prinsip akuntabilitas program, baik melalui transparansi 

informasi, audit berkala, maupun pengawasan partisipatif masyarakat. 

Semua upaya ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

program yang dilaksanakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. 

d. Akuntabilitas kebijakan 

Dimensi ini menuntut agar setiap kebijakan atau keputusan yag 

diambil oleh lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan secara 

rasional dan etis.96
 Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan di BAZNAS 

Kabupaten Barru memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-

program zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru 

secara konsisten menyelenggarakan rapat pleno pimpinan sebagai forum 

resmi untuk membahas dan mengambil keputusan strategis terkait 

kebijakan zakat yang akan diterapkan. Dalam forum ini, lima orang 

pimpinan inti BAZNAS yang mewakili berbagai unsur struktural 

organisasi, bersama satu orang staf administratif, melakukan diskusi 

mendalam mengenai proses perencanaan, alokasi anggaran, serta 

mekanisme pengawasan yang akan diterapkan. 

Rapat pleno ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

dijalankan sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS 

Kabupaten Barru dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang 

diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan 

sesuai dengan tujuan organisasi. Keputusan yang diambil selama rapat 

pleno didasarkan pada evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap 
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kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta mempertimbangkan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. 

Secara lebih rinci, proses perencanaan program yang dilakukan 

BAZNAS Barru memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan 

memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan 

yang matang, seperti yang dijelaskan oleh Syahruddin dalam bukunya. 

Sebelum memutuskan kebijakan, pihak yang terlibat terlebih dahulu 

mempertimbangkan secara mendalam apa yang akan dilakukan dan 

mengapa kebijakan tersebut perlu diimplementasikan. Pendekatan ini 

menunjukkan keseriusan BAZNAS Barru dalam merancang kebijakan 

yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga tepat sasaran dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Penerapan prinsip akuntabilitas kebijakan ini sejalan dengan 

implementasi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, 

yang menuntut pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, BAZNAS Barru memastikan 

bahwa semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga 

pengawasan pelaksanaan program zakat dilakukan dengan merujuk pada 

regulasi yang berlaku dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Prinsip 

akuntabilitas ini tidak hanya mencakup transparansi informasi mengenai 

program-program yang dijalankan, tetapi juga pemantauan berkelanjutan 

terhadap implementasi kebijakan yang memastikan bahwa setiap 

kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam 

aspek proses maupun hasil yang dicapai. 

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap 

tahapan kebijakan di BAZNAS Kabupaten Barru mencerminkan upaya 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam 

pengelolaan zakat, yang pada gilirannya juga memperkuat implementasi 
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PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

e. Akuntabilitas finansial 

Akuntabilitas finansial berforkus pada pertanggungjawaban lembaga 

publik dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat atau 

anggarran Negara.
97

 Akuntabilitas finansial merupakan komponen utama 

dalam implementasi PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Barru, yang 

berfungsi sebagai dasar dalam mewujudkan transparansi dan 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah 

(ZIS). Dalam praktiknya, BAZNAS Barru menyusun laporan keuangan 

secara sistematis dan berkala sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, yang 

mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana 

ZIS. Proses pelaporan ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang mengatur tata kelola distribusi dan pendayagunaan dana sesuai 

dengan klasifikasi dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil.  

Penyusunan laporan keuangan juga diawasi secara internal oleh unit 

pengawasan dan secara eksternal melalui audit independen oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP), serta pengawasan dari Kementerian Agama dan 

Inspektorat Jenderal. Komitmen BAZNAS Barru terhadap prinsip 

akuntabilitas dibuktikan melalui kepatuhan pada prinsip Aman Regulasi, 

Aman Syariah, dan Aman NKRI, serta penyampaian laporan kepada 

publik melalui berbagai media. Dengan demikian, penerapan 

akuntabilitas finansial tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, 

tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana 

umat secara profesional dan sesuai syariah. 
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3. Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Akuntabilitas 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru menunjukkan 

peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik pemerintahan yang akuntabel, yaitu: menyajikan 

informasi secara terbuka dan tepat waktu, memberikan pelayanan publik yang 

memuaskan, membuka ruang partisipasi masyarakat, 

mempertanggungjawabkan kebijakan secara proporsional, serta menyediakan 

sarana bagi publik untuk menilai kinerja lembaga. 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten 

Barru telah menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai 

penerimaan, penyaluran, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat, infak, 

dan sedekah (ZIS). Laporan keuangan ini disusun secara tepat waktu sesuai 

dengan siklus akuntansi tahunan, yaitu setiap tanggal 31 Desember, dan telah 

diaudit oleh akuntan publik dengan hasil opini wajar. Hal ini menunjukkan 

bahwa BAZNAS Barru telah menyajikan informasi keuangan secara 

transparan dan bertanggung jawab, yang menjadi salah satu indikator utama 

akuntabilitas. 

Selain itu, penerapan PSAK 109 juga menjadi landasan dalam proses 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS, sehingga 

pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat posisi BAZNAS Barru sebagai 

lembaga yang mampu menjelaskan setiap kebijakan dan penggunaan dana 

secara proporsional kepada masyarakat. 

Dalam hal partisipasi publik, BAZNAS Kabupaten Barru secara aktif 

melakukan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah baik melalui pendekatan 

langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial. BAZNAS juga 

menyediakan kemudahan pembayaran zakat dengan dukungan teknologi 

digital, sehingga masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat secara 
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fleksibel. Ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengelolaan dana ZIS, baik sebagai muzakki maupun sebagai pengawas sosial 

terhadap pelaksanaan program. Keberadaan laporan keuangan yang telah 

diaudit dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku juga 

berfungsi sebagai sarana evaluasi publik terhadap kinerja lembaga. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana efektivitas penyaluran 

dana ZIS serta keberhasilan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS 

Barru. 

Dengan terpenuhinya lima indikator akuntabilitas tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 secara nyata telah mendorong 

peningkatan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Barru dalam pengelolaan 

dana zakat. Kepercayaan masyarakat pun meningkat, sebagaimana 

ditunjukkan oleh tingginya partisipasi dalam pembayaran zakat dan 

keterlibatan dalam program-program BAZNAS. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

1. Penerapan akuntansi atas dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru telah 

sesuai dengan PSAK 109, dengan pencatatan dilakukan saat dana diterima 

dan didukung bukti setoran. Proses akuntansi menggunakan aplikasi SIMBA 

untuk memastikan akurasi data. Dana ZIS diakui sebagai penambahan aset 

saat diterima dan sebagai pengurang saat disalurkan. Laporan keuangan 

disusun secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta 

mencakup laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Barru telah mengimplementasikan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dalam penerapan PSAK 109. Prinsip-prinsip tersebut mencakup 

akuntabilitas hukum dan integritas, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas 

program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas keuangan. Seluruh 

prinsip akuntabilitas ini telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan 

operasional BAZNAS Kabupaten Barru. 

3. Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Barru berjalan baik dan 

mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga. Hal ini terlihat dari 

terpenuhinya lima indikator akuntabilitas, yaitu keterbukaan informasi, 

pelayanan, pelibatan publik, pertanggungjawaban kebijakan, dan evaluasi 

kinerja. Penerapan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, tercermin 
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dari partisipasi aktif dalam pembayaran zakat dan dukungan terhadap 

program BAZNAS. 

B. Saran 

1. BAZNAS Kabupaten Barru perlu terus meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan staf dalam penerapan PSAK 109 melalui pelatihan dan 

pendampingan dari BAZNAS Pusat guna memperkuat akuntabilitas hukum 

dan integritas dalam pelaporan keuangan. Program edukasi dan sosialisasi 

yang rutin kepada masyarakat juga penting untuk mendukung akuntabilitas 

kebijakan serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat sesuai syariat 

Islam. Praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat 

melalui media sosial turut memperkuat akuntabilitas manajerial dan finansial 

melalui transparansi publik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Barru disarankan 

untuk secara rutin mengunggah laporan keuangan ke website resmi sebagai 

wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Evaluasi berkala atas 

pengelolaan zakat dengan memperhatikan kepatuhan terhadap PSAK 109 dan 

efisiensi distribusi dana juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat 

akuntabilitas secara menyeluruh. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai referensi, sumber informasi, maupun pembanding dalam studi yang 

akan dilakukan di masa mendatang. Selain itu, disarankan untuk menggali dan 

menelaah lebih banyak literatur atau referensi terkait, guna menghasilkan 

penelitian yang lebih komprehensif serta memperkaya wawasan dan 

pengetahuan ilmiah. 
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Lampiran 1 Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Barru 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan 

Resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi 

dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. 

Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan 

menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin 

mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan 

Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebaga iLembaga 

Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan Bertanggungjawab kepada 

Presiden melalui Menteri Agama. 

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa duat ujuan pengelolaan 

Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan 

dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan 

Penanggulangan Kemiskinan. Artinya pengelolaan Zakat harus senantiasa dikaitkan 

dengan agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan 

Kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan 

sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, namun juga 

perlu melibatkan seluruh Institusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan 

demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab 

untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, 

Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas. 

1. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru 

a. Visi BAZNAS kabupaten barru 

―Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional‖ 
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b. Misi BAZNAS kabupaten barru 

1) Melakukan gerakan Dakwah untuk membangkitkan kesadaran Masyarakat 

Berzakat melalui sinergi Pimpinan BAZNAS dengan 

Dai/Mubalig,Organisasi/Lembaga dan Media lainnya. 

2) Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat dengan Memberdayakan sumberdaya 

Amil yang ada. 

3) Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 

serta Keadilan Sosial. 

4) Menerapkan sistem Manajemen Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 

yang Berbasis Teknologi. 

5) Mengembangkan Kompetensi dan Kapasitas Amil Zakat yang Unggul 

melalui Pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama Muzaki menyalurkan 

Zakatnya ke BAZNAS. 

2. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten barru 

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Barru disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Susunan organisasi terdiri atas unsur pimpinan, pelaksana, dan bidang-bidang 

teknis. Unsur pimpinan BAZNAS Barru terdiri dari Ketua dan empat Wakil 

Ketua yang masing-masing membawahi bidang tertentu, seperti Pengumpulan, 

Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Administrasi 

dan SDM. Selain itu, terdapat pula unit-unit pendukung seperti Layanan Aktif 

BAZNAS (LAB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), serta Lembaga Beasiswa 

dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Struktur tersebut dapat dilihat pada 

lampiran berikut: 
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Struktur organisasi 

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten barru 

Periode 2022-2027 
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Lampiran 2 Laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Barru  
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Lampiran 3 Laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten barru 
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Lampiran 4 laporan perubahan dana (Lanjutan) 
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Lampiran 5 laporan perubahan dana (Lanjutan) 
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Lampiran 6 laporan perubahan asset kelolaan 
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Lampiran 7 Laporan arus kas 
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Lampiran 8 Catatan atas laporan keuangan 
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Lampiran 9 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 10 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 11 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 12 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 13 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 14 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran 15 Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) 
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Lampiran  16 Media sosial BAZNAS Kabupaten Barru 
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Lampiran 17 Pedoman Wawancara 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 

 

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

NAMA : NIA FITRA RAMADHANI  

NIM  : 2120203862201039 

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS  

DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN 

AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN 

BARRU. 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan 

data yang relevan guna mendukung proses penelitian dalam penyusunan skripsi 

tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK No 109 pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut akan digunakan sebagai data penelitian yang 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan penelitian ini. Adapun daftar pertanyaan yang akan 

diajukan adalah sebagai berikut: 
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Wawancara untuk pihak BAZNAS Kabupaten Barru 

A. PSAK 109 

1. Bagaimana bentuk implementasi PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat di  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru? 

2. Faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru? 

3. Apa dampak dari penerapan psak 109 di BAZNAS Kabupaten Barru? 

4. Apa hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Barru dalam 

penerapan PSAK No 109? 

B. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran 

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana 

ZIS? 

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru  melibatkan masyarakat dalam 

pengawasan terhadap pelaksanaan program zakat untuk meningkatkan 

akuntabilitas hukum dan kejujuran? 

3. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru bekerja sama dengan pihak eksternal, 

seperti lembaga hukum atau audit, untuk memverifikasi kepatuhan hukum 

dan kejujuran dalam pengelolaan dana ZIS? 

C. Akuntabilitas Manajerial 

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru mengatur dan menerapkan sistem 

pengukuran kinerja manajerial dalam pengelolaan dana zakat? 

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menangani kinerja manajerial 

yang tidak memenuhi target atau mengalami ketidakpatuhan terhadap 

kebijakan atau prosedur yang ditetapkan? 

3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa keputusan 

manajerial terkait dengan penggunaan dana ZIS didasarkan pada prinsip 

keadilan, kepatuhan hukum, dan pertimbangan etis? 
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4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak eksternal, 

seperti auditor independen, dalam mengaudit dan memverifikasi kinerja 

manajerial serta pengelolaan dana zakat? 

D. Akuntabilitas Program 

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki kebijakan dan prosedur 

yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-

program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan masyarakat dalam 

proses pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program-

program yang didanai oleh BAZNAS Kabupaten Barru? 

3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh 

BAZNAS Kabupaten Barru? 

4. Apakah ada sistem pelaporan dan pengungkapan yang transparan yang 

diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam menginformasikan 

penggunaan dana zakat kepada publik? 

5. Apakah ada upaya BAZNAS Kabupaten Barru untuk meningkatkan 

akuntabilitas program melalui penggunaan teknologi informasi atau sistem 

pelaporan yang lebih efektif? 

E. Akuntabilitas Kebijakan 

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru merumuskan kebijakan kebijakan 

yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana ZIS? 

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru memastikan bahwa kebijakan-

kebijakan yang diadopsi konsisten dengan prinsip-prinsip akuntabilitas 

dan tujuan organisasi? 

3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melibatkan pihak-pihak terkait, 

seperti masyarakat, lembaga agama, atau pakar zakat dalam perumusan 

kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana ZIS? 
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4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan komunikasi dan 

penyampaian kebijakan-kebijakan kepada pihak terkait, termasuk 

masyarakat umum dan para penerima zakat? 

5. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru memiliki sistem pemantauan dan 

evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan-kebijakan yang 

diimplementasikan dalam pengelolaan dana zakat? 

F. Akuntabilitas Finansial 

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan pengeluaran dana ZIS di 

BAZNAS Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pemantauan dan 

pengawasan terhadap penggunaan dana Zakat? 

3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menyusun laporan keuangan yang 

mencerminkan penggunaan dana zakat dan pendapatan lainnya? 

4. Apakah BAZNAS Kabupaten Barru menerbitkan laporan keuangan secara 

rutin dan terbuka untuk umum?  

5. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barru menjaga kepatuhan terhadap 

regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan dana 

zakat? 

 

Wawancara untuk pihak muzakki 

1. Bapak/Ibu sudah berapa lama menyalurkan zakat melalui BAZNAS 

Kabupaten Barru? 

2. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menyalurkan zakat ke BAZNAS? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara 

terbuka mengenai pengelolaan dana zakat? 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bukti setor atau laporan terkait zakat 

yang disalurkan? 
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5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai transparansi dan 

pertanggungjawaban BAZNAS terhadap dana yang diterima? 

6. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik oleh 

BAZNAS? 

Wawancara untuk pihak mustahik 

A. Pemahaman dan Penerimaan Bantuan 

1. Bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui adanya program bantuan dari 

BAZNAS Barru? 

2. Bantuan apa yang Bapak/Ibu terima dari BAZNAS? Apakah sesuai dengan 

kebutuhan? 

3. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus 

melalui seleksi? 

B. Transparansi dan Akuntabilitas 

1.  Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal? 

2. Apakah BAZNAS menjelaskan penggunaan dana zakat kepada penerima 

manfaat seperti Bapak/Ibu? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembagian bantuan dirasa adil dan tepat sasaran? 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima laporan atau informasi dari BAZNAS 

mengenai kegiatan dan penggunaan dana? 

C. Kepuasan dan Dampak Program 

1. Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/Ibu terima terhadap kehidupan 

sehari-hari? 

2. Apakah program dari BAZNAS berkelanjutan? Apakah ada pendampingan 

atau tindak lanjut? 

3. Apakah Bapak/Ibu merasa diperhatikan oleh pihak BAZNAS setelah 

menerima bantuan? 
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Berdasarkan hasil telaah terhadap pedoman wawancara dalam 

proposal skripsi mahasiswa yang sesuai dengan judul penelitian, maka 

instrumen tersebut dinilai layak dan dapat digunakan sebagai alat dalam 

pelaksanaan penelitian yang dimaksud. 

Parepare,23 April 2025 

Mengetahui, 

 

Dr. Damirah, S.E., M.M. 
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Lampiran 18 transkrip wawancara 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 

 

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

NAMA : NIA FITRA RAMADHANI  

NIM  : 2120203862201039 

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS  

DALAM IMPLEMENTASI PSAK NO 109 PADA BADAN 

AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN 

BARRU. 

 

Wawancara untuk pihak BAZNAS 

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Barru? 

Jawab: Ya, kami mengacu pada PSAK 109, Dana ZIS baru dapat kami akui saat 

sudah benar-benar diterima, baik itu secara tunai maupun transfer. Kalau misalnya 

ada muzakki yang sudah mengonfirmasi lewat WhatsApp atau telepon bahwa 

mereka telah transfer, tetapi dana belum masuk ke rekening kami, maka kami 

belum catat. Kalau dari sisi penyusunan, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kami 
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sudah punya formatnya. Tantangannya lebih ke konsistensi pencatatan dari UPZ 

dan pelaporan tepat waktu, supaya data yang masuk ke pusat itu akurat. Tapi untuk 

format laporan utamanya, alhamdulillah kami sudah jalankan sesuai PSAK 109. 

2. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran pada BAZNAS Kabupaten 

Barru? 

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua II BAZNAS barru Jadi kami di 

BAZNAS barru itu dalam mengelola dana ZIS sangat menekankan prinsip 

pertanggungjawaban, kami selalu mengikuti semua peraturan yang berlaku dari 

BAZNAS pusat. 

3. Bagaimana akuntabilitas manajerial pada BAZNAS Kabupaten barru? 

Jawab: Bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua IV BAZNAS Barru  

mengatakan untuk mengetahui pengukuran kinerja manajer kita dipengelolaan 

dana zakat itu  ada namanya laporan persemester, itu per enam bulan. Disitulah 

kita ukur sejauh mana keberhasulan BAZNAS dalam hal pengelolaan zis, baik 

pengumpulan maupun pendistribusiannya, dievaluasi dengan standar RKAT 

(Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Disitulah patokan satu tahun. Untuk 

mengukur itu kita buat laporan kinerja hasil yang dikumpulkan dan didistribusikan 

dalam enam bulan yang lalu. Selain daripada  yang dilaporkan tadi itu persemester, 

ada namanya laporan bulanan.  Kita evaluasi laporan bulanan di masing-masing 

komponen, kita evaluasi laporan bulanan. Itu secara umum, tujuannya agar supaya 

untuk melihat sejauh mana hal  yang kita laksanakan. Kan setelah ada laporan 

enam bulan yang lalu, ada masalah tidak dicapai  maka disitulah dilakukan rapat 

pleno, yang dimaksud rapat pleno adalah rapat yang dilakukan  oleh pimpinan 

untuk menentukan kebijakan. Yang berkaitan dengan itu, maka prinsip-prinsip 

yang kita lakukan disini ada tiga asas. asas regulasi, asas syariah dan asas NKRI, 

itu tidak boleh keluar dari tiga itu. 

4. Bagaimana akuntabilitas program pada BAZNAS Kabupaten Barru? 

Jawab: Bapak H. Kaharuddin selaku wakil ketua II mengatakan  Kita di baznas 

barru menerapkan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua  kita 
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di audit oleh konsultan audit eee KAP ya konsultan audit independen  kita diaudit, 

kedua kita diaudit oleh kemenag bahkan kemarin kita diaudit irjen (inspektur 

jendral) kementerian agama itu kemudian bahwa kita diaudit setiap tahun baik  

konsultan independen maupun oleh pemeriksaan fungsional dan juga kemenag 

versi mengenai syariah. Kemudian H. Abdullah Rahim selaku ketua BAZNAS 

Kabupaten Barru menambahkan Jadi seperti sudah dijelaskan  tadi, tiap tahun itu 

kalau maulid akbar kecamatan, kita sampaikan ke masyarakat juga. 

5. Bagaimana akuntabilitas kebijakan pada BAZNAS Kabupaten Barru? 

Jawab: bapak H. Amrullah Mamma selaku wakil IV mengatakan Jadi untuk 

membahas tentang perencanaan, pengannggaran  dan pengawasan pelaksanaan 

program-program zakat itu ada namanya rapat pleno pimpinan, yang ikut 

membahas disitu hanya 5 orang ditambah staf satu  membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan proses perencanaan itu. 

6. Bagaimana akuntabilitas finansial pada BAZNAS Kabupaten Barru? 

Jawab: Bapak H. La minu kalibu selaku wakil ketua III mengatakan 

Mekanismenya sesuai dengan petunjuk operasional, pertama itukan ada data  

sasaran, data sasaran itu adalah mustahik, ada fakir ada ini ada ini melalui RKAT ( 

Rencana kerja anggaran tahunan) sudah termuat semua didalam kalau kita mau 

distribusi. Ada ketentuannya ada SOP nya, beliau ini yang bikin SOP nya semua 

itu, misalnya berapa ekonomi, berapa pendayagunaan, berapaa distribusi, nah 

kalau mau distribusi adalagi ada SOP nya yang diikuti, dipatok dari pusat, apa 

yang harus dikerja itu ada semua SOPnya. Kita ini kan commite bahwa kita itu 

melaksanakan tugas dengan tiga prinsip, agaro aman aman regulasi, aman syari, 

aman NKRI. Karena kita ini juga diperiksa oleh inspektur jenderal kementerian 

agama tentang apakah syari atau tidak. 
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Wawancara untuk pihak muzakki 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah BAZNAS menyampaikan informasi secara 

terbuka mengenai pengelolaan dana zakat? 

Jawab: saya lihat BAZNAS Barru ini sering mengunngah laporan dan kegiatan di 

facebook dan instagram. Ini membantu kami tahu zakat digunakan untuk apa saja. 

2. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin bahwa dana zakat dikelola dengan baik 

oleh BAZNAS? 

Jawab: Ibu Fatimah selaku muzakki mengatakan saya merasa informasi tentang 

pengelolaan dana zakat sudah cukup transparan, terutama karena BAZNAS barru 

ini menyediakan bukti setor dan laporan keuangan yang bisa diakses. Ini membuat 

saya percaya bahwa dana dikelola dengan baik.  

 

Wawancara untuk pihak mustahik 

1. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan bantuan tersebut? Apakah harus 

melalui seleksi? 

Jawab: yang mendapatkan bantuan beasiswa adalah mahasiswa-mahasiswa yang 

benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk penyelesaian studi, benar-

benar sudah dipilih dan diseleksi secara tepat waktu bahwa ini orang-orang yang 

berhak menerima zakat. 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber dana bantuan ini berasal? 

Jawab: ibu Syamsuriana selaku mustahik mengatakan setiap bantuan yang kami 

terima dijelaskan sumber dananya dari zakat, dan kami tahu kenapa kami dipilih 

jadi saya merasa prosesnya itu adil dan transparan. 

3. Bagaimana dampak bantuan yang Bapak/Ibu terima terhadap kehidupan 

sehari-hari? 
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Jawab: dampaknya sangat terasa, karena bantuan yang diberikan itu sangat 

meringankan beban ekonomi kami, apalagi saat harga kebutuhan pokok sedang 

naik. 
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Lampiran 19 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 20 surat izin penelitian dari fakultas ekonomi dan bisnis islam 
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Lampiran 21  surat izin penelitian dari dinas penanaman modal terpadu satu 

pintu kabupaten barru 
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Lampiran 22 Surat izin telah melaksanakan penelitian  
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Lampiran 23 dokumentasi penelitian  

 

Wawancara dengan bapak H. Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS 

Kabupaten Barru 

Wawancara dengan bapak Drs. H. Kaharuddin, M.Si selaku wakil ketua II BAZNAS 

Kabupaten Barru 
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Wawancara dengan bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si selaku wakil ketua III 

BAZNAS Kabupaten Barru 

 

Wawancara dengan bapak Drs.H. Amrullah Mamma selaku  wakil ketua IV 

BAZNAS Kabupaten Barru 
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Wawancara dengan ibu Fatimah selaku muzakki 

 

 

Wawancara dengan ibu Haerana selaku masyarakat 
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Wawancara dengan ibu Syamsuriani selaku mustahik 

 

Wawancara dengan saudari  Rizqi Awalina Sarman selaku mustahik 
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Lampiran 24 surat keterangan wawancara 
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